WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Menimbang !

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a,

:

WALI KOTA BATAM,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Dacrah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah
Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .




2.

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang. . .




10.

11.

12,
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
REencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi  Pelaksanaan  Pembangunan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan. . .



Menetapkan :

13.

14,

15,

.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor B,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 158)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor
6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019
MNomor 7);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor & Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Batam Tahun 2025-2029 [Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025-2029,

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2
3.

Daerah adalah Kota Batam,
Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah,

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyelenggarasan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Perencanaen Pembangunan Daerah adalah suatu
proses untuk menentukan kebijakan masa depan,
melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya vang ada dalam
jangka waktu tertentu di daerah.

6. Rencana. . .



10.

11.

12,

13.

14,
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Fencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang
memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala
Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan

berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan
RPJMN,

Fencana Strategis Perangkat Dacrah vang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun,

Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini
dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah/panjang, dan menentukan pencapaian
tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
di masa yang akan datang.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai
atau dihasilkan.

Sasaran adalah rumusan kondisi vang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan  Daerah/Perangkat Daerah vang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat
Daerah untuk mencapai sasaran,

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu  strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil {outcome) suatu

prograr.

16. Bub. . .
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16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk
mencapai output dari kegiatan.

17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja
suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran
dan tujuan dalam bentuk keluaran (output]), hasil
foutcome), dampak (impact).

BAB I
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1} Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah merupakan penjabaran
RPJMD Tahun 2025-2029,

(2} Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

a. BAEBI PENDAHULUAN

b. BABII GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGEKAT DAERAH

c. BABII TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN
ARAH KEBIJAKAN

d. BABIV FPROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

e. BABV PENUTUP

[3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari
Renstra  Perangkat Daerah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025-2029
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 menjadi acuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB 11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar, . .




A

Agar setiap orang dapat mengetahuinyva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam,

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA BATF;%

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

Pi. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

FIRM AH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR [624



LAMPIRAN  : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR :  §y TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

EENCANA STRATEGIS PERANGEAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025-2029




RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BATAM
TAHUN 2025-2029




KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas hmpahan
rahmat, berkat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2025-2029.

Rencana Stratcgis (Rensira) adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 [ma) tahun. Rencana Strategis (Renstra) memuat
tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan
subkegiatan vang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan
tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Rencana Strategis ini
berpedoman pada Rencana Pembngunan Jangka Menengah Daerah (RPJIMD)
Kota Batam Tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencnaaan Pembangunan
Nasional.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun
2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedomean bagi
seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Batam
dalam melaksanakan atau menjalankan tugas dan fungsinya serta sebgai
acuan atau pedoman dalam penvusunan Rencana Kerja (Renja).

Semoga Renstra ini dapat dipedomani aleh seluruh pejabat dan stal di
lingkungan Seckretariat DPRD Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas
pemerintahan dan pelayvanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi
dan misi Pemerintah Kota Batam.

Demikian, semoga Allah SWT. senantiasa membimbing kita scmua
untuk mencapal Rencana Strategis vang telah ditetapkan.

Batam, 19 September 2023
< iyetaris DPRD Kota Batam

-

e



Acer
Draft

Acer
Typewritten text
19


DAFTAR [3]

BAE TR TR . i i s o e S e P T i Dl e e e e e 3
BAE | PENDAHULUAN
Tt LRtRr BelaEIIE .. . covrnrres res s rrras s war s b s AR S S R AR SR ARSI EE.
1.2, Dastr Hulom Penyilesidiilin . . i v e ivisissisiasiasmeasa s risss g insndid
T INEREEEITEL T FRTTRIREIY . v n im0 e G A X o 15
LA Bt e POl i s i i s e v e e s 1B
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM
2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .......ccvviinevns 19
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sckretanat DPRD
s 2 L A AU SN A A I LT E o
2.1.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD  Kota Batam .......coovve 43
2.1.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam ......... 48
2. 1.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Bekretariol PRIV (i oiviciinisnstrasvannisn sinsnsinssnsne iwcassmn s =¥
2.2. PERMASALAHAN DAN 13U STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
KOTA BATAM
2.2.1. Permasalahan Perangkat Dacrah ..o 62
FAED TR BIRUEEIE ...\ i i i A R e b b sl
BAB Il TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBLIAKAN
SEKRETARIAT DPRD} KOTA BATAM
3.1 Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun
I - b e e B s s e O T2
3.2. Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun
3.3. Strategi Sekretariat DPRD Kota Batam dalam Mencapai
Tujuan dan Sasaran Rensira Tahun 2025-2029 ....................83




3.4. Arah Kehijakan Sekretariat DPRD Kota Batam dalam Mencapai

Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025, . 84
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGCGARA BIDANG URUSAN
4.1 .Rencana Program, Kegiatan, dan Sub
4.1, Uraien Pro@raili. ... ccoeesaissisaisasaisiasn tessrnsensinibssansenusis 102
SRR | £ .7

4:1.0. Uraian Sub Program ... oy st fass i
4.1.3, Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikater, Target,

dan Pagu Indikatif.........cccoimiirimnmenr s s i 105

e R L T I R T 107
4.1.5. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah..........cciiinnninninman 107

4.2. Kinerja Penyelenggra Bidang UruSan. ..o eesasssssmsss e 124
126

BAB VW PENUTLIP....cocuverrrarisisnnsinsbittnsihnss e s bariasie b isbsasias ravasasas s adnssdasns



DAFTAR TABEL
Hal

Tabel II. 1. Komposisi Pegawail Sckretariat DPRD Kota Batam Menurut

Tingkat Pendidikan Semester 1 2025, ..o 44
Tabel I1.2. Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kota Batam berdasarkan

Jabatan Struktural ........een R P A F A A A A L MRS 44
Tabel I.3. Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kota Batam Berdasarkan

Tuigas Pocle Bagian . s anssiiss sy 0
Tabel I1.4. Daftar Aset Sekretariat DPRD Kota Batam ......ooocciineiviinnnnninnnn, 45
Tabel II.5. Kinerja Pelayvanan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sckretariat DPRD Kota Batam Tahun 2020-2024 .......ccovvivannnn 00
Tabel II.6 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota

Batam Tahuan 202 1-2024 o siiismitaidimien st poim o s 52
Tabel 11.7. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis berdasarkan Tupoksi

Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam ..o 02
Tabel II.8. Isu-isu Strategis Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi

Sekretariat DPRD Kota Batam .........ccccoveviieciimnnsrmsissimsesmimscnne £ 1

Tabel 1111, Uraian Polol Visi ... e vesssimss se i ivsie £ o
Tabel 111.2. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat

DERD Kota BAAI v.vrverreriasereimrsrrimssesbossssnssnsssssssnsnsyanssnnisinnsoidd

Tabel I11.3. Penahapan Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam ................83

Tabel II1.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD
Kota Batam tahun 2025-2029 ... .cciimemmnmrrimsssssssssssssisasmas 89

Tabel [V.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan

Sekretariat
DERD: Kota BEIRIT . i i v o
Tabel IV.2. Uralan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja,
Indikator, Target dan Pagu Indikatif .........ocoovvmivvimrinerenaecenn . 108
Tabel IV.3. Daftar Sub Kepgiatan Prioritas Dalam Mendukung Program
Prioritas Fembangunan Daerah ....cossmsmsssiismnssisss s L 18
Tabel IV 4. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Batam ......... 125

TabellV.5. Indikator Kinenerja Kunci (IKK)Sekretariat DPRD Kota Batam. 125



DAFTAR GAMBAR

Hal
Gambar [.1. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daeraly ..o, 9
Gambar [.2. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perrhatiman LRI oot s s e e e e 9
Gambar [1.1, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Batam ............ . 25

Gambar [II.1. Alur Keterkaitan Visi Misi Kota Batam 2025-20209 ............. 76
Gambar [I1.2. Konsep Renstra Perangkat Daerah ..........occcovviienrirnninnanninn. 80
Gambar [11.3, Diagram Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan

T Ear e s S S e L s Bn

Gambar [V. 1, Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Renstra Perangkst Daerah .. .....coviiiciinnrniiiimsiiiinsininresess 21




BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah pasal 65 dan Pasal 264 menyebutkan tugas Kepala Dacrah adalah
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
RPJMD wyang disusun wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daecrah (RPJPD) dan Peraturan Presiden
MNomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2025- 2029, vang didalamnya memuat Asta Cita sebagai
misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029
untuk memastikan kesinambunpan pembangunan daerah. Sesual
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daersh, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RPJMD Kota Batam
Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan
penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana
Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025-2029 disusun
sebagai wujud pclaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menter]
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Dacrah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat




Daerah Tahun 2025-2029 Rencana strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencansan Satuan
Kerja Perangkat Dacrah untuk periode 5 (lima} tahun vang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
vang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah serta berpedoman kepada RRIMD dan bersifat indikatf Tujuan,
sasaran, strategi, dan arah kebijakan vang tertuang dalam RPJMD Kota
Batam Tahun 2025-2029 menjadi landasan bagl Perangkat Daerah untuk
merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Target Kinerja sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang termuat dalam
Renstra PD. Melalui Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam ini maka
kontribusi Sekretariat DPED Kota Batam dalam pencapaian prioritas
pembangunan daerah, sinergi antar sektor, dan keberlanjutan
pembangunan dapat lebih optimal.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam disusun dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan,;
b. penyusunan rancangan awal;
C. PENYUSUNAN FANCANEAN,
d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

™

PETETa A,

Bagan alir atau tahapan/proses penyusunan Renstra
Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikuat im:




Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat
Daerah
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Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah  dengan dokumen

perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar [.2 Rensira Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara

0



Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentule visi,
misi, dan arah pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN} merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
pregram Presiden vang penyusunannya berpedoman pada RPJIPN, vang
memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program
Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan
lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perckonomian sccara menyveluruh termasuk arah kebijakan
fiscal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yvang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RRIMN,
memuadl prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang
mencakup gambaran perckonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan  fiskal, serta program  Kementerian/Lembaga, lintas
Kementerian/Lembaga, kewilavahan dalam bentuk Kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan wvang bersifat indikatif. RKencana Pembangunan
Jangka Panjang Daecrah (RPJPD) memuat wisi, misi, dan arah
pembangunan Daerah vang mengacu pada RPJPN. RPJMD merupakan
penjabaran  dari visi, misi, dan program Kepala Daerah  vang
penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan EPJMN,
memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah,
kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah,
dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD
merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat
rancangan kerangka ckonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah,
reficana kerja, dan pendanaannya, baik vang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah  maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat, Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian /Lembaga yang disusun dengan berpedeman pada RPJMN dan
bersifat indikatif. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L




dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagn indikatif,
serta memuat kebijakan, program, dan kematan pembangunan baik vang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partsipas) masvarakat. Renstra Perangkat Dacrah memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintabhan Wajib dan/fatau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang
disusun berpedoman kepada RPJIMD dan bersifat indikatif.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada
Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan balk vang dilaksanakan langsung
oleh Pemeriniah Daerah maupun yang ditempubh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Selain mengacu kepada RPJMD, Renstra Perangkat
Daerah Kota Batam juga harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah
Provinsi dan yang pada akhirnya Renstra Perangkat Daerah menjadi Renja
Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan
digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD, Renja Perangkat
Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun REKA
Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum .
Landasan hukurm sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Matuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomaor 53 Tahun 1969 Tentang
PembentukanKabupaten  Pelalawan, Kabupaten Rokan  Huluy,
Kabupaten Rokan Hilir,Kabupaten Siak, Kabupaten Kanmun,




Kabupaten Natuna, KabupatenKuantan Singngi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Riau [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
4237);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421},

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor B82),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomaor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 MNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Eepublhik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara) Republik Indenesia
Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran
Negara Tahun 2022 Nomor 143;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemernntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik




10,

11.

12,

13.

14,
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Indonesia Tahun 2023 No.41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5856);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tehun 2025-2045 (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Megara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Memor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 [Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
65402) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
63232);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional Tahun  20253-
2029 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 15);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomaor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana



16.

17.

18,

19,

20,

21.

42,

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanpgunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan HRencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistern
[nformasi Pemerintahan Daerah (Berita Nepara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikas, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
MNomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Laporan dan Ewvaluasi Penyelengpgaraan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

[nstruksi Menteri Dalam Nepgeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-202%;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor & Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauvan Riau Nomor 3 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tshun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
MNo.69);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130},




23,

29.
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1.3.

Peraturan Dacrah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Eencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kota batam Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Kota Batam Tahun 2025-
2029 [Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 13 Tahun 2024 tentang Susunan

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (Lembaran
Dacrah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1333);

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat

DPRD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah :

L.

Menjamin adanva konsistensi perencanaan, pemilihan program
dan kegiatan prioritas dacrah sesuai dengan kebutuhan dacrah
dan kondisi daerah pada saat itu.

Sebagai penjabaran teknis REBIMD Kota Batam Tahun 2025-202%
berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan
fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam yang memual strategl, arah
kehbijakan, program  dan  kegiatan yang digunakan dalam
mendulung/ mencapai visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakal
Wali Kota Batam sehingga kebijakan vang disusun dapat
dijalankan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Tujuan dari penyusunan Rencena Strategis (Renstra) Sekretraiat DFRD
Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah :

i

Merumuskan gambaran umum kondisi Perangkat Daerah sebagai
dasar perumusan permasalahan dan isu strategis Peranghkat
Daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah
5 (lima) tahun ke depan sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi
Perangkat Daerah;



1.4.

Menerjemahkan sasaran dan program priontas pembangunan
daerah tahun 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam
Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
tahun 2025-2029 yang disertai dengan program, kegiatan dan sub
kegiatan tahun 2025-2029:

Menetapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yvang disertai
dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang
akan dilaksanakan sclama S5 (lima) tahun;

Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat
DPRED Kota Batam yang merupakan perencanaan tahunan
sebagai acuan dalam penyvusunan RKA APBD setiap tahunnva.
Sebagal bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan
dan 5 (lima) lima tahunan pembangunan daerah sesuai lingkuap
urusan, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam selama
perinde RPJMD Kota Batam tahun 2025-2029.

Sebagail tolak ukur keberhasilan perangkat daerah dalam kurun

waktu 5 (hma) tahun;

Sistematika Penulisan
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Deaerah dan Hencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2025-202%9, Renstra Pecrangkat Dacrah disusun dengan sistematika

sebagail berikut;

BABI

PENDAHULUAN

Menjelaskan kondisi umum dan potensi: permasalahan
vang dihadapi organisasi, serta pencapalan Renstra
periode sebelumnya dan aspirasi masyarakat terkait
pemenuhan kebutuhan pelayanan, Memuat peraturan
perundang-undangan vang menjadi dasar penyusunan
Renstra, Menjelaskan maksud dari penyusunan Renstra
dan tujuan yvang ingin dicapai, termasuk fujuan umum

dan sasaran jangka menengah perangkat daerah,




BAE II1

Memberikan gambaran struktur dan alur penulisan
dokumen Renstra.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM EKOTA
BATAM

Menjelaskan Tugas, Fungsi, Dan Struktur Orgamisas
Perangkat Daerah, Menguraikan sumber daya yang
dimiliki Perangkat Daerah, Menyajikan gambaran kinerja
pelayanan Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan
sepertt SDM, sarana dan  prasarana, Menyajikan
gambaran kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang telah
dilaksanakan, Mengidentifikasi tantangan dan peluang
pengembangan pelavanan Peranghkat Daerah  serta
menguraikan tugas, fungsi, struktur, sumber daya,
kinerja, tantangan, dan peluang.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Merumuskan visi (kondisi ideal di masa depan) dan misi
langkah-langkah untuk mencapai visi), Menetapkan
nyjuan jangka menengah Perangkat Daerah yvang spesifik
dan terukur, serta sasaran vang akan dicapai untuk
mewujudkan tujuan tersebut, Menjelaskan strategl (cara
mencapal sasaran] dan kebijakan [(arah tindakan] yang
akan dilaksanakan serta mengidentifikasi masalah
berdasarkan tugas dan fungsi serta mengaitkan dengan
Visi dan Misi Kepala Daerah.

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN EIDANG URUSAN

Memuat program dan kegiatan vang akan dilaksanakan
untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan, Menentukan indikator kinerja yang
digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
program dan sasaran, Memperkirakan anggaran dan

pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap




program dan  kegiatan, Menyajikan indikator kinerja
Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPIJMD;

PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
berdasarkan urusan pemerintahan daerah.




BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN

DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam
2.1.1 Tugas, Fungei dan Strulctur Organisasi

Sekretariat DPRD Kota Batam  terbentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai unsur
pelaksana Pemerintah Daerah dalam mengemban suatu tugas dan
tanggung jawab dalam rangka membantu pelaksanaan
Pemernmntahan Dacrah di Kota Batam.

Sesual  dengan Peraturan Daerah tersebut di  atas,
kedudukan Sekretariat DPRD Kota Batam merupakan unsur
pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan
fungsi DPRD wvang dipimpin oleh Sekretaris DPRD dalam
melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung
jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi
sekretaris DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota Batam melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta struktur
organisasi sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 2019 dan dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kota
Batam Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Walikota Batam
Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah Kota Batam — mempunyal  tugas
menyeclenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan,

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRED, serta




menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan

kebutuhan, Pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD Kota Batam juga menjalankan  fungsinya

melaksanakan urusan rumah  tangga, rapat- rapat, serta

perjalanan dinas koordinasi/konsultasi bapgi Pimpinan dan

Angpota DPRD serta mengelola dan menjalankan tata usaha DFRD

kota Batam.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat DPRD Kota
Batam juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsinya.
Kewenangan tersebut meliputi :

a. Mengatur, membina kerjasama, mengintegrasikan dan
mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat
DPRD;

b. Merencanakan, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan
perumusan kebijakan Pimpinan DPRDy;

c. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah
rapat yang diselenggarakan oleh DPRD,;

d. Memelihara dan membina ketertiban dan keamanan dalam
lingkungan Sekretariat DPRD.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, sesual
dengan Peramuran Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2024
dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinyva, Seckretanat
DPRD Kota Batam dipimpin oleh secrang Sekretaris DPRD,
mempunyal tugas menyelenggarakan administratif kesekretanatan
dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya

sesual dengan kebutuhan.,

Sekretariat DPRD Kota Batam mempunyal fungsi @
a. penyelenggaraan administrasi kesckretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;



fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olech Wali Kota terkait
dengan tugas dan lungsinya; dan

pelaksanaan, manitoring, evaluasl dan laporan kegiatan
sekretariat DPRD.

Dalam melaksanakan tUgas pokok dan fungsi,

Sekretaris  DPRD mempunyail uraian tugas:

d.

menetapkan rencana dan program kerja Sekretariat DPFRD
sesual dengan kebjjakan umum Daerah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

memimpin, mengatur, membina  dan mengendalilcan
pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan
penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD pada Sekretanat
DPRD wang meliputi Bagian Umum, Bagian Program dan
Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, serta
Kelompok Jabatan Fungsional,

membagi igas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada
bawahan scsuai dengan program yang telah ditetapkan agar
pekerjaan berjalan lancar;

membina  bawashan i lingkungan Dinas dengan cara
memberikan reward and punishment untuk meningkatkan
produktivitas kerja;

mengevaluasi  pelaksanaan  kebijjakan operasional dengan
cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana
program dan sasaran sesual  perundang-undangan agar
diperoleh hasil yang maksimal,

menetapkan penvusunan data informasi bahan penetapan
Rencana kerja Daerah yvang meliputi Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Janghka




Menegah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana
Strategi dan Rencana Kerja serta rencana kerja lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

melaporkan  Akuntabilitas Kinerja Sekretariat SPRD  dan
menetapkan Laporan Kinerja Daerah vang meliputi Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan
Pemerntahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

menyelengearakan Program Reformasi Biraokrasi dan
Sistern Pengendalian Internal Pemerintahan di  lingkungan
Sekretariat DPRD;

merumuskan dan menetapkan target rencana  pencapaian
Standar Pelayanan Minimal urusan wajib Pemerintahan Daerah
vang berhubunpan dengan pelavanan dasar pada urusan
administratiil kesekretariatan dan keuangan, dukungan
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan
pengoordinasian tenaga ahli vang diperlukan cleh DPRD dalam
melaksanakan hak dan fungsinva sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

menandatangani Kkonsep naskah dinas sesuai dengan
kewenangannya dalam lingkup Sekretariat DPRD;

menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, S0P, SPP, [KM,
Analisa .Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup Sekretariat
DPRD;

menyelenggarakan MOnitoring dan pembinaan
pelaksanaan penyelesalan administrasi penataan organisas),
kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Sekretariat DPRD;

menvelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan
produk hukum lingkup Sckretariat DPRD;




mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan
prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan oleh
para Kepala Bagan;

mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di
lingkungan Sekretariat DPRD;

menetapkan Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan, Pemegang Barang, Penpgurus Barang,
Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
dan Pembantu Bendahara Pengeluaran secsuai  dengan
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan
Sekretariat DPRD;

menyelenggarakan  hubungan kerja fungsional dengan
Perangkat Dacrah di  lngkungan Pemerintah daerah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di  Bagian
Umurm, Bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan
dan Perundang- undangan dan Bagian Fasilitasi
Penganggaran den Pengawasan  scbhagar  bahan
pertanggungjawaban kepada Wali HKota melalui Sekretaris
Daerah;

melaksanakan maonitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-
tugas di lingkungan Sckretariat DPRD, dan

melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasl Sekretariat DPRD Kota Batam menurut

Peraturan Walikota Batam Nomor 13 tahun 2024 adalah sebagai

berikut:
1. Sekretaris DPRD, dimana sekretariat DPRD terdiri atas 4

bagian, vaitu:

L

Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri atas:
a, Sub Bagian Tata UUsaha dan Kcpegawalan, dan
b.  Kelompok Jabatan Fungsional.




1. Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas:

a. Kelompok Jabatan Fungsional, meliputi penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan,
dan cvaluasi, secrta pelaporan pada satu  kelompok
substansi pada masing-masing pengelompokan uraian
fungs.

i, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri atas:

8. Kelompok Jabatan  Fungsional, meliputi  dari
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
permantauan dan evaluasi

iv. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdin atas:

a. Kelompok  Jabatan  Fungsional, meliputi  dari
penyusunan rencans, pelaksanaan dan  pengendahan,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu
kelompok substans: pada masing-masing pengelompokan

uraian fungsi.

a. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Batam sesuai

dengan Peraturan Daerah Kota Batam No & Tahun 2023 dan
Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2024 adalah:
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Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris

DPRD dibantu oleh Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan

uraian tugas membawahi :

a.
b.

.

bj

Bagian Umum dan Kepegawaian;

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
Bagian Program dan Keuangan;

Bagian Fasilitasi Peganggaran dan Pengawasan

Uraian Tugas dan Jabatan Struktural

1) Bagian Umum

Bagian Umum scbagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang

Kepala Bagian Umum. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas
pokok melaksanakan secbagian tugas sekretans DPRD lingkup
tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. Dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:

A.

PENYUSUIRA FENCATIA damn program lingkup
perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian  serta evaluasi operasional, pembinaan dan
pengembangan pada Bagian Umum;
penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup
perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan
pengembangan pada Bagian Umum.

penyelenggaraan  pelayanan  publik dan  administrasi
urusan pemerintahan daerah lingkup pErencanaan,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan
pada Bagian Umum,

pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan,
keamanan dalam, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik
daerah;




¢. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta
evaluas: kinerja ASN;

. pelaksanaan pengelolaan admimstrasi keanggotaan DPFRD;

g. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD ;

h. pelaksanaan pengelolaan tenaga ahli sesual dengan
kebutuhan  DPRD  berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

i pelaksanaan fasilitasi fraksi DPRD; dan

s pembinaan, monitoring, ¢valuasi dan  pelaporan

pelaksanaan pada Bagian Umum,

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud,

Bagian Umum mempunyail uraian tugas:

t: M

merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bagian
Umum yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijjakan
umum dan tekms di Bagian Umum;
merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bagian Umum,
menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas |kepada
bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan
agar program dapat dilaksanakan secara efekufl dan efisien;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di Bagian Umum;
memantau evaluasi dan pelaperan dibagian urmnum;
menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian
pengelolaan  kepegawaian  berkaitan dengan analisa rencana
kebutuhan, kualifikasi, kompetensi, dan seleksi pegawai
Sekretariat DPRD;

menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan
pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-
undangan, surat menyurat serta pengelolaan perpustakaan;
mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokras: di
lingkungan Sekretariat DPRD;




melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan asset
Sekretariat DPRD;
mengoordinasikan  pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan
kematangan Perangkat Daerah di ingkup Bekretariat DPRD;
mengoordimasikan pelaksanaan sosialisasi | internalisasi
budava kerja di lingkup Sckretariat DPRD;
mengoordinasikan penyusunan Analisa Jabatan dan  Analisa
Beban Kerja di lingkup Sekretariat DPRD,

menyvusun dan mengendalikan pelaksanaan S0P, 5PP, IKM,
dan Analisa Jabatan secrta Analisa Beban Kerja pada lingkup
Bagan Umum;
mengoordinasikan pelaksanaan PrOgram dan kegiatan
kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor;
mengoordinasikan pelaksanaan  program dan kegiatan
pengadaan, pendistnibusian dan  pemehharaan  lingkungan
kantor, gedung kantor dan kendaraan;

mengoordinasikan pelaksanaan kajian dan analisis kebijakan
pada Bagian Umum;
mengoordinasikan  pelaksanaan pengelolaan  system Sumber
Daya Manusia Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis,
evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan
saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan
terbaik organisasi sesuai dengan peraturanperundang-undangan
dan praktk Sumber Daya Manusia professional mutakhir;
mengoordinasikan  pelaksanaan kegiatan pengelolaan  arsip
dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan
pengolahan dan penvajian arsip menjadi informasi pada Bagan
Limum;

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan  teknologi  informasi
berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana
teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem

informasi dan multimedia;



u. memeriksa, memaraf, dan/atau menandatangani konsep naskah
dinas sesual dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas;

v. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;

w. membuat telashan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Bagian
Umum;

x. melakukan hubungan kena fungsional dengan  Perangkat
Daerah  di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Pusat;

¥. melaksanakan cvaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan
tugas Bagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban kepada
atasan; dan

z. melaksanakan tupas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana
dimaksud, Kepala Bagian Umum membawahi:

g. Sub Bapian Tata Usaha dan Kepegawalan, dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pimpinan
Peranghkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi
jabatan masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan
tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam penyusunan rehcana,
pelaksanasn dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing
pengelompokan uraian fungsi,

Bagian ini terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
vang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan
Kepegawaian, Kepala Sub  Bagian Tata Usaha dan Kepegawalan
sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan
sehagian tugas pokok Kepala Bagian Umum. Dalam melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Tata

Usaha dan Kepegawailan mempunyai uraian tugas:




menyusun rencana  pelaksanaan  kegiatan  di bidang Tata
Usaha dan kepegawalan sebaga) pedoman pelaksanaan tugas;
menganalisis bahan  kebijakan teknis Sekretaris sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun  rencans dan program  kerja operasional  kegiatan
administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
membagi ugas kepada bawahan berdasarkan rumusan ugas
pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat
dilaksanaltan secara efeletif dan efisien;

mengarahkan ftugas kepada bawahan berdasarkan program
kerja i Sub Bagian Umum dan Kepegawalan agar sasaran tetap
terfokus;
memproses penerimaan, pendistribusian dan penginman surat-
surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;

menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan
tata naskah di lingkungan pekerjaannya,
melaksanakan pengelolasan kearsipan dan  pendokumentasian
peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat DPRD;
melaksanaan keordinasi dalam menviapkan bahan pengurusan
administrasi  kepegawaian yang meliputi  pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi
data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi
pegawal, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cut
pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen,
Taperum, Asuransi Keschatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan
Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar
dan tugas belajar, ujan dinas/ujian penyesuaian ijazah,
administrasi pernikahan, perceraian, pengelolaan administrasi
perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai,
menyusun dan menyviapkan bahan usulan pegawai untuk
mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis, dan fungsional
di lingkungan Sekretariat DPRD;



k.

melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepepawaian vang
meliputi anabisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,
pengkajian kompetensi  dan kualifikasi  jabatan, rencana
kebutuhan, dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;

melaksanakan pengoordinasian  administrasi  penyvusunan

penilaian prestasi kerja pegawal, daftar nominatif pegawai, dan
Daftar Urut Kepangkatan;

melaksanakan Program Reformasi Birokrasi linplup Sekretariat
DPED,
melaksanakan evaluasi kelembagaan dan kematangan Perangkat
Daerah di hngkup Sekretariat DPRD;
melaksanakan sosialisasi/internalisasi budaya kerja di Sekretariat
DPRED,
menyusun S0P, SPPF, dan IKM pada lingkup sub baglan
umum dan kepegawaian;
Mengonsen dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan
naskah dinas pada lingkup kewenangannysa sesuai dengan
tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
membuat telaahan stal sebagai bahan kebijakan
adrministrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat
DPRD;
melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat
Dacrah  di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Pusat;
menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas  pokok

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2)Bagian Program dan Keuangan
Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian Program dan Keuangan. Kepala Bagian

Program dan Keuangan scbagaimana dimaksud mempunyai tugas

pokock  melaksanakan sebapian  tugas Sekrataris DPRD  lingkup

perencanaan dan  penganggaran, verifikasi, dan akuntansi dan
pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,

Kepala Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengoordinasian penvusunan program dan rencana
kerja  serta pelaksanaan pemantauan dan  evaluasi kerja  di
lingkungan Sekretariat DPRD;

b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan  pelaporan kegiatan
Sekretariat DPRD;

¢. pelaksanaan dan pelaporan keuangan di hngkungan Sekretanat
DPRD

d. penyusunan rencana dan program  lingkup perencanaan,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta
evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagian
Program dan Keuangan;

€, penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup
perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan  dan
pengendalian  serta evaluasi operasional, pembinaan dan
pengembangan pada Bagian Program dan Keuangan,

[. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan
pemerintahandaerah  lingkup  perencanaan, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian  serta evaluasi
operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagian Program
dan Keuangan; dan

g pembinaan, monitornng, evaluasi, dan pelaporan  pelaksanaan

pada BagianProgram dan Keuangan.




Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Kepala

Bagian Program dan Keuangan mempunyail uraian tugas:

.

merurmnuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bagian
Program dan Keuangan vang berbasis kinerja sebagal pedoman
pelaksanaan tugas;
merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan
umum dan teknis di Bagian Program dan Keuangan;

merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bagian Program dan
Keuangan;
menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada
bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan
agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
melaksanakan bimbingan teknis dan  supervisi di  Bagian
Program dan Keuangan;

memantau evaluasi dan pelaporan Bagian Program dan Keuangan:
melaksanakan pengoordinasian penyusunan pProgram, rencana
kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di bagian,
melaksanakan pengoordinasian pembinaan dan pengoordinasian
pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;

menyelenggarakan  pengoordinasian  penyusunan  data  dan
informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan
Sekretariat DPRD vang meliputi: Laperan Akuntabilitas Kinerja,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja
serta rencana kerja Sekretanat DPRD lainnva sesuai peraturan
perundang- undangan;

menyelenggarakan pengoordinasian  penyusunan data dan
informasi bahan penctapan Laporan Kinerja Daerah di
lingkungan Sckretariat DPRD yang meliputi Laporan Keterangan
Pertanggpungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;,

mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintahan di lingkungan Sekretariat DPRD.

mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnig, Pohon Kinerja,
dan SOP di ingkup Sekretariat DPRD;

menyiapkan bahan konsep naskah dinas bidang keuangan
sesudal petunjuk dari pimpinan;

mengoordinasikan pelaksanaan proscs pengelolaan
keuangan zerta pembukuan untuk pendapatan yang dibantu
oleh bendahara penerima;

mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan
keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran;
mengoordinasikan  pelaksanaan  akuntansi  dan  pelaporan
penatausahaan keuangan pada Sekretariat DPRD;
mengoordinasikan  kegiatan  pemeriksaan  dan  penelitian
kelengkapan Surat Permintasn Pembayaran Uang Persediaan,
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan
Pembayaran Tambahan Uang, Surat Permintaan Pembayaran
Langsung sesual dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
mengoordinasikan ptnyusunan dan/atau melakukan
pengkoreksian bahan penyusunan laporan keuangan Sekretariat
DPRD sesuail dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
mengoordinasikan menyiapkan bahan pelaksanaan penyvelesaian
tuntutan perbendaharaan dan  antutan  ganti  rugl  sesual
dengan  pedoman pengelolasn keuangan daerah di lingkungan
Sekretariat DPRD;

menyiapkan bahan usulan Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendashara Pengeluaran,
Sekretaris  Kegiatans esuai  dengan Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah di lingkungan Sekretaniat DPRD,




u. mengoordinasikan  pelaksanasn  program  dan  kegiatan
pérencanaan dan penganggaran;

v. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan verifikasi;

w. mengoordinasikan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan
akutansi dan pelaporan;

. mengoordinasikan pelaksanaan anahsis di bidang keuangan
pusat dan daerah;

¥. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan yang terdiri dari
menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebjakan dan menyusun
rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur
dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan
mengevaluas: pelaksanaan rencana pembangunan;

.  mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan telknologi informasi
berbasis komputer vang meliputi tata kelola dan tata laksana
teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem
informast dan multimedia;

aa. mengorekst susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan tata naskah untulk ditandatangani
pimpinan;

bh. menyusun SOP, SPF, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban
Kerja di lingkup Bagian Program dan Keuangan;

cc. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat
Daerah d1 hingkungan Pemerintah Daerah, Pemenntah Provinsi,
dan Pemerintah Pusat;

dd. melaksanaken menitoring, ecvaluasi, dan menyusun pelaporan
tugas dan kegiatan di bagian program dan keuangan; dan

ce. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas
sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Program dan Keuangan dibantu
oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh pimpinan Perangkat




Daerah sesual dengan ruang lingkup hidang tugas dan fangsi jabatan
masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
melaksanakan tugas membantu Bagian Program dan Keuangan dalam
penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-

masing pengelompokan uratan fungsi.

3) Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dipimpin oleh scorang Kepala Bagian Persidangan dan
Perundang-undangan.

Kepala Bagian  Persidangan dan  Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud mempunyal tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Sekrataris DPRD lingkup kajian perundang-undangan,
persidangan dan risalah, dan hubungan masyarakat, protokel dan
publikasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bagian
Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi;

a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta
evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagian
Persidangan dan Perundang- undangan;

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup
perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian  serta  evaluasi operasional, pembinaan dan
pengembangan pada Bagian Persidangan dan Perundang-
undangan,

c. penyelenggaraan pelayvanan publik dan administrasi urusan
pemerintahan  daerah  lingkup perencanaan, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian  serta  evaluasi
operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagian
Persidangan dan Perundang-undangan;

d. penvelenggaraan kajian perundang-undangan;

c. penyelenggaraan persidangan dan risalah;




pengelolaan urusan hubungan masyarakat, protokol, dokumentasi,
informasi, dan rapat-rapat; dan

pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pada

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bagian Persidangan dan

Perundang-undangan mempunyai uralan tugas:

d.

merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bagan
Persidanpgan dan Perundang-undangan vang berbasis kinerja
sebagal pedoman pelaksanaan tugas;
merumuskan  rencana  dan mengkaji | bahan  perumusan
kebijakan umum dan  teknis di Bagan Persidangan dan
Perundang-undangan;
merumuskan penyusunan penelapan kinerja Bagian
Persidangan  dan Perundang-undangan;
menjelaskan, membimbing dan  membam tugas kepada
bawahan sesuail dengan rencana program yang telah ditetapkan
agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di  Baglan
Persidangan dan Perundang-undangan;
memantau evaluasi dan pelaporan Bagian Persidangan dan
Perundang- undangan;

menyelenggarakan pengoordinasian, pengelolaan kcprotokolan
dan hubungan masyarakat,
menyusun  pelaksanaan  program  inovasi  daerah  dan

Kompetis inovasi Pelayanan Publik lingkup Sekretariat DPRD;

menvusun dan mengendalikan pelaksanaan SPP dan IKM di lingkup

Sekretariat DPRD;

mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan kajian
perundang- undangan vang meliputi fasilitasi  penyusunan
program pembentukan peraturan daerah, penyusunan Naskah
Akademik dan  rancangan  peraturan  dacrah inisiatf,

memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis  produk



penyusunan peraturan perundang- undangan, mengumpulkan
bahan persiapan rancangan peraturan daerah inisiatif dan
mengoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah;

k., mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Persidangan
dan Risalah vang meliputi menyusun risalah rapat, memverifikasi,
mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah,
memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;

l.  mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Hubungan
Maswvarakat, Protokol, Publikasi, dan rapat-rapat di lingkungan
sekretaniat DPRD;

m. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan
dan pengolahan, dan penyajian arsip menjadi informasi bagian;

n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi
berbasis computer yang meliputi tata kelola dan tata laksana
teknolog informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem
informasi dan multimedia;

0. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang persiapan
penyusunan risalah  legislatif, vyang meliputi perckaman,
pembuatan  transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif;

p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang risalah
legaslatif, yang melputi penyvusunan risalah rapat, pernyusunan
dokumen kelengkapan risalah rapat, penvusunan analisis dan
anoctasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem
risalah rapat legislatif;

q. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan menyiapkan,
mengolah dan merumuskan rancangan peraturan perundang-
undangan dan instrumen hukum lainnya;

r. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayenan informasi dan
kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan
kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi
kehumasan serta pengembangan pelavanan informasi dan

kEehumasan.




5. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya scsual dengan tata naskah untuk ditandatangani
pPimpinan;

t. menyvusun SOP, SPE KM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban
Kerja di lingkup Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;

U, melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat
Daersh di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Pusat;

v. melaksanakan monitoring, cvaluasi, dan menyusun pelaporan
tugas dan kegiatan di Bagian Persidangan dan Perundang-
undangan; dan

w. meclaksanakan tugas lain dari atasan sesual tugas pokok

dan lungsinys berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tagas pokok, [ungsl, dan uraian tugas,
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dibantu oleh
Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh pimpinan Perangkat
Daerah sesual dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan
masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimakesud
melaksanakan tugas membantu Bagian Persidangan dan Perundang-
undangan dalam penvusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu  kelompok

substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

4) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana
dimaksud dipimpin oleh secrang Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran
dan Pengawasan. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan
Pengawasan sebapaimana dimaksud mempunval tugas pokok
melaksanakan scbagian tugas Sekratais DPRD  lingkup fasilitasi
penganggaran danpengawasarn,




Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi

.

menyusunan rencana dan program  lingkup perencanaan,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta
evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;

PENYUSUNAN petunjuk teknis operasional lingkup
perencanaarn, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian  serta  evaluasi operasional, pembinaan dan
pengembangan pada  Bagian  Fasilitasi  Penganggaran dan
Pengawasan,

penvelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urisan
pemerintahan  dacrah  lingkup perencanaan, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta  evaluasi
operasional, pembinaan dan pengembangan pada Bagan
Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan,

pelaksanaan  fasilitasi  penganggaran, fasilitasi pengawasan,
kerjasama dan aspirasi; dan

pembinaan, moeonitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan,

Dalam = melaksanakan  fungsi, Kepala Bagian Fasilitas

Penganggaran dan Pengawasan mempunyal uralan tugas :

d.

merumusksn rencana program keria dan kegiatan di Bagian
Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang berbasis Kinerja
scbagai pedoman pelaksanaan tugas;

merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan
kehijakan umum dan teknis di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan
Pengawasan,

merumuskan penyvusunan penetapan kinerja Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan Pengawasan;

menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada

bawahan sesua: dengan rencana  program  yang  telah



ditetapkan apar program dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien;

melaksanakan pimbingan teknis dan supervisi i
Bagian Fasilitasi Pengangegaran dan Pengawasan;

memantau evaluasi  dan pelaporan Bagian Fasilitasi
Petiganggaran dan Pengawasan;

mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Fasilitasi
Penganggaran meliputi memfasilitasi, memverifikasi,
mengnordinasikan  pembahasan KUA  PPAS/KUPA  PPAS
Perubahan, Pembahasan APBD/APBD-P, pembahasan rancangan
peraturan daerah, pertangungjawaban pelaksanaan APBD,
pembahasan laporan per semester, dan prognoesis enam bulan
berileutnya, pembahasan laporan keterangan pertangungjawaban
Kepala Daerah, dan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,
mengoordinasikan pelaksanasan program dan kegiatan Fasilitasi
Pengawasan meliputt memfasilitasi, memverifikasi, dan
mengoordinasikan rumusan rapat dalam rangka pengawasan,
pelaksanaan penegakan kode etik DPRD, dukungan pengawasan
penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan kebidjakan;
mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kerja Sama
dan Aspirasi  melipati  memfasilitasi, memvenfikasi, dan
mengoordinasikan aspirasi masvarakat, reses DPRD, penyusunan
pokok-pokok pikiran DPED, merencanakan kegiatan
hearing/dialog dengan pejabat pemerintah, dan masyarakat serta
persetujuan kerjasama daerah;

mengoordinasikan pelaksansan kajian dan  analisis kebijakan
pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
mengoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan  teknalogi  informasi
berbasis komputer yvang meliputi tata kelola dan tata laksana
teknolog informasi, infrastruktur teknolog informasi, serta sistem

informasi dan multimedia;




5)

mengoreks] susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani

pimpinan;

m. menyusun S0P, SPER, 1IKM, Analisa Jabatan dan Analisa

Beban [Kerja di lingkupBagian Fasilitasi Penganggaran dan

Pengawasan;

1. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Pusat;

. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan

tugas dan kegiatan di bagian program dan keuangan; dan

p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok

dan fungsinva berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokeok, fungsi dan uraian tugas
scbagaimana dimaksud, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan
Pengawasan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh
pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas

dan fungsi jabatan masing-masing,

Kelompok  Jabatan  Fungsional sebagaimana  dimaksud
melaksanakan tugas membantu  Bagian Program dan Keuangan
dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok

substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Kelompek Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Sekeretaris DPRD sesuai dengan
keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ASN dalam jenjang:




a. Jabatan Fungsional Ahli Madya yang bertanggung jawab
langsung kepada Sekretaris DPRD: dan

b. Jabatan Fungsional Ahli Muda berjenjang hingga kebawahnvya
sesual struktur organisasi yang bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian selaku Koordinator. Jumlah jabatan fungsional
sehagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja vang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi
pembina. Jenis jabatan fungsional diatur sesuai peraturan
perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud melaksanakan tugas sesual ketentuan vang berlaku
khususnya mengatur tentang jabatan fungsional sesuai

keahliannya.

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat
DPRD Kota Batam membutuh sumber daya baik itu sumber daya
manusia/aparatur dan sarans prasarana (aset/modal) yang baik
kuantitas maupun kualitasnya dapat menentukan keberhasilan

organisasi Perangkat Daerah.




Tabel 11.1 Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kota Batam Menurut
Tingkat Pendidikan Per Agustus 2025

JUMLAH PEGAWAI
NGO JEMJANG PENDIDIKAN GOLONGAN Kt
PHE PPPK
1 =5 i [ i x|
1 |Sarjena 53 I 1 3 | 1
2 Isaqﬁ'sé Iy 7 7
4 !Eucjaﬂa: =1 1 | 1
4 Dxpiorma il ! o
5 Samana 52 ] 1 , 1
" 6 SanemaSi i # 52 B
7 Diplamza W |_1 . = 1 1
B Diplams i 1 i 1 W | 11
g qlﬁ__mﬁamraph It ' 7 | 7
10 II:Iipk‘.n; " I : 0
11 Sarjana 51 i -[ 1 |
_12 ----- ELT.Q.(:'E;dmm: B I | | ?_ i 103
" 13 |SLTP (Sedersist = i ' b
14 S0 -i'a:u:lzrajul' B il ]
TR Y —— S § = | = 0
" %6 SD(Secersghy % 1 u
JUMLAH ] 57 158 6

Sumber data ; Sekretariat DPRD Kote Batam

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Jabatan

Struktural
NO JENIS ESELON JUMLAH KET
1 2 3 [
1 3] . 1 -
2 s | 3 -
3 |Ma t | .
JUMLAH B -

Sumber data ; Sekretarial DPRD Kota Balam




Tabel [1.3 Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Tugas

pada Bagian, Subbagian
m iy 20 .. R . ..; .
i i 5 i (] ]
1 Bagizn Lmwm den Kepegawaian 18 i6 18 101
> Bagisn Pemsidangan den Penundang- 24 2 P p
urdanigan — N
2 Blaglan Pragram dan Keuangan 12 1 10 &
i Eagun Fagilitazl Fanganggaran dan 5 [ B 5 75
| Penpawasan
JUMLAH 58 55 @ s
Sumber data : Sekretanat DPRD Kota Batam
Tabel IL.4 Daftar Aset Sekretariat DPRD Kota Batam
- _ Ringan | Sedang | Berat
A | Aset Peralatan dan Mesin [Kendaraan Dinas)
I 17 | Usit | - [ Sedan: 4,
| | Avanza: 5,
| Minibus: 1,
1 | Mukal I i Microbus: 3.
Truck: 1,
| Mlnikxil
—— % Prnpinan:
| Maotar I ! Lt i |
B Azet Peralatan dan Masin _
| AC Cassete | 31 Unit v -
2 | AC Sentral 14 Lot ! 5 |
4 | Alat Hiasan 17 Unat v
5 | Akat Penghancur Kertas B Unit v
6 | Alat Kedokteran Lainnys O i y - F ThErmOmeLss
) Unit 3
7 Aquarium [Alat Rumak 3 )
Tangga Lainnya) (Home Use| )
) T Keamanan Lainnya is , Linit L ‘ Palang
§ | Bangku Tunggu 10 | Wmit P!
10 | Brandkas | w7 =
11 | Camera CCTV 44 UEE _-.ll - E
12 | Camera Digital 5 g o : |
13 | Camera Electronic o Unit : i | . :
14 | Copy Board/Elekiric White Unit ¥ e
Boxard I [ 2 ’ —
15 | Dispenser - J_ 1T Unkt i = -
16 | Filling Cebinat Besi | 19 Unit o 3 -

—




Lnit 2 Terpasang di
17 Focusing Scseen (Layar LCD - 4 diﬂﬂimﬂgﬂ-lﬂnﬂ
EIE dibelakang
Videotron
18 | Hand Dryer T Unit 3 s
10 | Handy Tally 4 Unit N 1 =
20 | Kicthen Set | 5 Unit + - B
gy | Kursi Hadap Depan Meja kera | Lan | o =
Pejabuat Eslon 1 |
55 | Kursi Hadap Depan Meja 3 Unit | ’:
Kerja Pejabal Eselon 101 { =
23 | Kursi Kayu 6 Unit =
34 g';fﬂ%kﬁﬂﬂ Ketua / Wakil ‘a Lt e - Kursi jeti
25 | Kursi Keria Pejabat eselon 1l 303 init k - Kurs: jatt
26 | Kurs kerja Pejabat Eselon 11 1o Onit | » : Kursi jati
Sl fen e w2 || i
. rapal
28 | Kursi Kerja Pejabat Lainnga | 7 Unit = =
20 | Kursi Putar % Unit J z
30 | Kur= Rapat 0 Unit o =
- 31 | Kurs: tamy 7 Unit 1 i
| 32 | Lsmbang Garuda Pancasila & | Umit . -
| 33 | Lampu Teman -___I_ _]_ I Unit o 5 .
' 34 | Laptop . Unit 7 x
35 | Lemnari Besi / Metal 2 | Umk | T 3 |
36 | Lermnuri arsdp untuk Dinemis 11 : Unit A - -
37 | Lemari Es a I Unit ) -
38 | Lemnari Kevu 55 Unit ! =
39 | Lonea Kameors . 1 Uit | = |
40 | Loudspeaker N - 5 Unit W : i
41 | Meja Bundar i Unit W -
4z | Meia Kena Ketua DPRD “Unit 7 -
WakiDPRD 21 |
4n | Meia Kera Pegawai Non | Unit [ =
Srakiural Ha | |
44 | Mefa Kerja Pejabat Eselon 11 1 Unit v [ -
45 | Meja Kerja Pejmbat eselon 1 | 2 Urit 4 3
46 | Meja Ketik | Uait J -
| 47 | Meja Makan Kayu z | vmt | - |
48 | Meja Rapat o | Vmr | : -
4g | Meis Rapat Ketua [ Wakil Unit y -
Ketua DPRD 4 -
50 | Muoja Rapat Pejabat Eselon 11 4 | bt | ¥ | =
51 | Meja Recepsionis 5 | Unt 3 I - =
52 | Mea ']Tamha.ha; q LImit o - |
53 | Meja Tamu Biasa T Unit ¥ :
54 | Mesin Absensl 2 Uil " =

4




55 | Mesin Fowoopy Folio 3 Unit o -
56 | Mesin hitung listrik 1 Unit | ¥ -
g7 |Mesin Renghinap 4 nit | 7 z §
Debu fVacuum Cleaner i
58 | Mesin Tempel 5 Unit g - -
89 | Mic Conlerence 1"55 Unit | & - 2
ad | Microphone 1 Unit o z =
61 | Microphone Cable n Unit | ¥ - -
62 | Mimbar / Podium 1 Unit i 2 -
63 | Monitar . 5 Lnit W -
B4 | Owerhead Projektor 2 LUmnit o = ]
65 | PC Unit 166 Unit o - - 41 unit tahun
2015 kebawih
66 | Paging Mic i Lirnt ) . |
67 | Papan pengumumsan 4 Unit A -
| 68 | Papan Visual/Papan Nama 1 Unit Y - =
ﬁ'g Fﬂ.'l.'tl‘li i Ul.'lil! -'ll - =
T | Peralatan Kemputer Lainnya v d Unit ~ . = |
5 | Peralatan Studio Audio Unit i - - .
Lainnya P L& .
7 | Pmty Elukirik yrang Memakai Unit " - |
Akacs) ¥ .
T3 Piorwer Amplifier 1 Lnit ) =
. Unit 3 [ =0 it |
74 | Printer 119 . 4 | kondisi kurang
b e
75 | Rak Kayu 9 Unit 4 .
76 | Rak Peralatan : Unil 7 : -
77 | Router 5 Unit y -
78 Scanner (Peralatan Personal 9 Lt 5 5 I
! Komplles] B
70 | Sekoci Motor Tempel 3 Unit v = - -
80 | Server = 2 Linit W =
&1 E:Pﬁh 17 Linmit .|
B2 | Sofa 5_; Linit Td - '
- - o] |
B3 | Saund System i Lnit o - S unit Kondisl
. -J kurang baik
84 | Specdbont/Motor tempel i Hnit i . -
B5 | Televis a1 Unit 7 5
86 | Tempat Tidur Kayu o Unit i -
AT | Tenda g Unit B
BE | Temlis G Ut | |
e ]
#9 | Tiang Bendera 14 LUt - l
90 | Tripod Camers 2 Unit : - o
gl | Unit Power Supply 1 Unic £ |
a3 | Volcs Recorider T L E |

Sumber data | Sekretarial DPRD Kota Batam




No. Sarana Luas [m?) Keterangan |

C | Aset Gedung dan Bangunan

1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen 23.870 |

3 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | e025% |- i |

3 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen 121 g |

4 | Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Pers) 24 - I

5 | Pagar Permanen = - 204 - .
6 | Bangunan Tempat Parkir _ 1.122,185 | - =

7 | Taman Semi Permanen - B50,272 ! - _

8 Bangunan Panggung Spandule 48 |-

9 | Kanopi /Teras/Penutup Halaman 394,131 |- |

Sumber dala : Bekretariat DPRD Kota Batam

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tugas Pokok dan
Fungsi utama Sekretariat DPRD Kota Batam adalah fasilitasi
seluruh kegiatan DPRD Kota Batam {supporting), vang meliputi :
Penyelenggaraan administrasi keuangan;

Penvelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD;
Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan

T R

Penyelenggaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang
diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

a. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD telah menunjukkan peningkatan Kualitas
pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota
DPRD. Indikator kunci, seperti Indeks Kepuasan Anggota DPRD
mencapai angka melebihi  target vang ditetapkan, mengindikasikan
keberhasilan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang
memadai serta aparatur yang terampil. Meskipun demikian, masih

terdapat upaya lanjutan dalam bidang keahlian perencansan dan




hukum untuk lebih memperkuat kualitas layanan publik di masa
mendatang.

Semua itu dilakukan untuk mendukung/meningkatkan
kinerja dari DPRD Kota Batam sechingga mampu memberikan
pelayanan yang fterbaik bagi masyarakat Kota Batam sesual dengan
Tugas Pokok dan Fungsi vang telah ditetapkan.

Adapun kinerja Sekretariat DPRD  Kota Batam dalam
menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap
DPRD Kota Batam selama tahun anggaran 2020-2024 (periode
RPIJMD Kota Batam Tahun 2021-2026) bisa disampaikan dengan
memperhatikan laporan kinerja pemerintah atau LAKIP Sekretanat
DPRD Kota Batam pada tabel berikut:
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Secara keseluruhan kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kota
Batam bila dihitung dari prosentase dari 2 {dua) program selama 5
{lima) tahun terdapat 1 {satu) Program yang capaiannya masih belum
sesual dengan target yang telah di tetapkan. Hal tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut:

Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD
Kabupaten/Kota.

Dalam pencapaian target tersebut terdapat kendala dalam
pelaksanaan penvediaan sarana dan prasarana Gedung kantor dan
juga pelaksanaan fasilitasi rapat-rapat. Penycdiaan sarana dan
prasarana Cedung Kantor disebabkan oleh keterlambatan dalam
administrasi sehingga pengerjaannya jadi terlambat, sementara pada
pelaksanaan fasilitasi rapat, banyvak yang tidak direalisasikan hal
tersebut dikarenakan padatnya agenda DPRD schingga dilakukan

efesiensi wakiu yang dipadatkan dalam pelaksanaannya.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan
Sekretariat DPRD Kota Batarmn. Yang akan dikemukankan pada
tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan
baik atau kurang baik, pada prihal mana yvang baik atau kurang baik
dan selanjutnya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
pengelolaan pendanaan Sekretariat DPRD Kota Batam. Hasil
interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan
permasalahan pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam.
Mengingat peran Sckretariat DPRD Adalah scbagai fasilitator dalam
pelaksanaan tugas-tugas DPRD maka pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah disusun juga tergantung dari DPRD.
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Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota

Batam bila dihitung dari prosentase dari 15 (lima belas) kegiatan

selarma 5 (hma) tahun capalannya baik. Dan tabel diatas pencapaian

sasaran kinerja pada tahun 2021 - 2025 dapat dijelaskan sebagai
beriloat:
1. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

a.
b.

.

Kegatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Peranglkat Dagrah

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah
Kegiatan : Penvediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Dacrah

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Layanan Keuangan dan kesejahterasan DPRD

Kegiatan : Layanan Administras: DPRD

Capaian kinerja pada program diatas dapat disampaikan bahwa

masing-masing kegiatan tersebut capaiannya melebihi target yang telah

ditentukan.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

o p oD

o

Kegiatan ¢
Kegiatan :
Kepiatan :
Kegiatan @
Kegiatan :
Kegiatan :

Keglatan :

Permbentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPED
Pembahasan Kebijakan Anggaran

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Peningkatan Kapasitas DPRD

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Pembahasan Kerja Sama Daerah

Fasilitasi Tugas DPRD




Capaian kinerja pada program diatas dapat disampaikan bahwa
masing-masing kegiatan tersebut capaiannya melebihi target vang telah
ditentukan.

c. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas fasilitasi pelayanan, Kelompok sasaran
Sekretraiat DPRD Kota Batam Adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, OPD
dan Masyarakat Fasilitasi Sekretariat DPRD juga sangat dibutuhkan
oleh stakeholder yang berkepentingan dengan DPRD sebagai Wakil
Rakvat sekaligus representasi dari Partai Politik di Kota Batam
dengan karaktcristik yeng berbeda-beda meaka Sekretariat DPRD
dituntut harus sigap, tanggap dan responsif terhadap semua aspirasi
baik vang disampaikan secara langsung maupun tidak kepada para
walkill rakyat.

Oleh karena itu dengan adanys REJMD Kota Batam Tahun 2025-
2029 ini Sekretariat DPRD Kota Batam berusaha untuk menyusun
program dan kegiatan di dalam Renstra vang dapat mendukung
terwujudnya Visi Misi Kepala Deerah dalam hngkup kewenangan
Sekretariat DPFRD Kota Batam.

d. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Sekretariat DPRD} Kota Batam, sebagai mitra Perangkat

Daerah, terus berupays meningkatkan kualitas pelavanan kepada

DPRD melalui sinergi dengan berbagai instansi pemerintah daerah.

. Bagian Program dan Keuangan:
Bagian Program dan Keuangan menjalin kerja sama dengan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam
pengelolaan  anggaran dan  keuangan, berkoordinasi
dengan Bapelithangda terkait dokumen perencanaaan, dengan
Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setrdako Batam terkait
Laporan kinerja Instansi Pemerintah serta dengan Inspektorat

terkait SPIP,




. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan:
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan bersinerg:
dengan Badan Pembentukan Peraturan Dacrah (Bapemperda)
untuk proses penyusunan dan fasilitasi perundang-undangan
dengan Bagiasn Hukum Sekretariat Daerah serta dengan
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah untuk
kelancaran acara persidangan dan kegiatan pimpinan.

. Bagian Umum dan Kepegawaian:
Sekretariat  DPRD menjalin kerja  sama dengan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam
pengelolaan anggaran dan keuangan terkait pembahasan KUA
PPAS, KUPA, APBDPF, APBD, Laporan Scmester dan
Pertanggungawaban APBD.

. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan :
Sekretariat DPRD bekerja sama dengan Dinas Perkimtan,
Dinas BMSDA untuk pemeliharaan pedung dan sarana
prasarana kantor, serta dengan Dinas Komunikasi dan
Informatika (Diskominfo) untuk dukungan teknologi informasi
dan komunikasi dalam mendukung kinea DPRD  serta
dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM] untuk administrasi kepegawaian dan

peningkatan kompetens: aparatur,

Melalui kerjasama ini, Sekretariat DPRD dapat secara efektif
memberikan  dukungan penuh dalam menyediakan layanan
administrasi, informasi, dan fasilitas, yang sangat vital bag
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan
peran legislasi, anggaran, dan pengawasan.

e. Kerjasama daerah yang menjadi tangggung jawab Perangkat
Daerah
Tanggung jawab Sekretariat DPRD terkait kerjasama daerah adalah

memifasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan dan kegiatan yang



berkaitan dengan penyerapan  aspirasi masyarakat, rapat, serta
dukungan teknis dan administratil untuk kinerja DPRD dalam
memembatani hubungan dengan pihak-pihak lain. Sekretariat DPRD
juga mendukung tugas DPRD dalam penyusunan peraturan dacrah
dan pengawasan pelaksanaan APBD melalul dukungan administrasi
dan penyvediaan tenaga ahli.

Fungsi dan Peran Sekretariat DPRD dalam Kerjasama Daerah

Fasilitator Aspirasi Masyarakat:

Sekretariat DPFRD berperan dalam memfasilitasi dan
mengoordinasikan penyampalan aspirasi masyarakat kepada DPRD,
termasuk melalui kegiatan hearing atau dialog dengan pejabat

pemerintah dan masyarakat, serta penyusunan pokok-pokok pikiran

DPRD.

Penghubung dan Koordinasi:

Bertindak sebagai penghubung antara DPRD dengan berbaga: pihak,
seperti pemerintah daerah dan lembaga lain, untuk mendukung

pelaksanaan  tugas dan  fungsi  legislasi, pengangearan, dan

pengawasan DPRD,
Dukungan Administratif:

Menyediakan dukungan administratif dan logistik yvang diperiukan
dalam setiap kegiatan DPRD, termasuk persiapan sarana dan

prasarana untuk rapat dan kegiatan lainnyas yang terkait dengan

kerjasama daerah.

Fasilitasi Rapat:

Menyelenggarakan dan memfasilitasi berbagai rapat DPRD, seperti

pembahasan laporan, serta mengoordinasikan agenda dan persiapan

materi rapat agar berjalan lancar dan efektif.

Penyediaan Tenaga Ahli:

Mengoordinasikan penvediaan tenaga ahli vang dibutuhkan oleh
DPRD untuk mendukung pelaksanaan fungs: dan tugas mereka

dalam kerjasama dengan pihak eksternal




= Penyusunan Dokumen dan Laporan:
Membantu DPRD dalam proses penyvusunan dokumen penting seperti
naskah akademuk, draft rancangan peraturan daerah, serta laporan

hasi]l pembahasan kegiatan kerjasama

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat
DPRD
Berdasarkan data pada pemilihan legislative tahun 2024-20249
untuk data jumlah Anggota DPRD berjumilah 50 orang dengan jumlah
fraksi sebanyak 8 fraksi. Sekretariat DPFRD menempati posisi sebagai
unsur Pemerntah Daerah vang bertugas memfasilitas lanerja DPRD
dalam melaksanakan nugas pokok dan fungsi yang meliputinya. Adapun
tugas pokok dan fungsi DPRD adalah:
1. Bidang Legislasi, bersama Wali Kota menyusun Raperda menjadi
Ferda
2, Bidang Anggarsn bersama Wali Kota menyusun RAPBD menjadi
APBD, dan
3. Bidang Pengawasan Pelaksanaan Perda, APBD, Perundang-undangan
dan Kebijakan Wali Kota,

Dengan adanva ftugas pokeok dan  fungsi dimaksud diatas,
menunjukan  bahwa DPRD adalah  bagan dan  penyvelenggara
Pemerintahan Daerah.Dalam posisi tersebut, Sckretariat DPRD berfungsi
schagai jembatan penghubung kerja antara DPRD dengan Pemerintah
Daergh. Sehingga, dengan kata lain Sekretariat DPRD  kedudukannya
berditi i atas dua telapak kald, disatu pihalk Adalah unsur eksebutf
sebagai Perangkat Daerah dan dilain pihak sebagai fasilitator tugas-tugas
legislatil serta bertanggungjawab secara operasional kepada Pimpinan
DPRD. Sekretaniat DPRD sebagal unsur Pemenntah Kota Batam terus
menata diri agar kinerja DPRD Kot Batam dapat berjalan secara optimal,
seiring dengan pelaksanaan Peraturan Wali kota Batam Nomor 63 Tahun
2020 1entang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungs
serta Tate Herja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Raloat Dacrah Kota




Batam, Sekretariat DPRD Kota Batam telah dikembangkan strukturnya
dari menjadi empat bagian dengan sepuluh sub bagian, Selam hal
tersebut, juga terjadi dua perubahan Undang-Undang yang berpengaruh
secara langsung terhadap kinerja DPRD Kota Batam, yaitu Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyvawaratan Rakvat, Dewan Perwakilan Rakvat, Dewan Perwakalan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daersh dan Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwalalan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S04.3).

Secara umum, kinerja DPRD Kota Batam sampai dapat berjalan
optimal. Adapun Tugas dan wewenang dan anggota DFRD Kota Batam
berdasarkan Tatib dan Tupoksi adalah sebagai barikut:

Memnbentuk peraturan daerah bersama Wali Kota,
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai
APBD yang diajukan aleh Wali Kata;
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD;
4,  Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota kepada
Menteri Dalam Negeri melalui pubernur , untuk mendapatkan
pengesahan penganghkatan dan pemberhentian;
5. Memilih Wakil Wali Kota dalam hal terjaci kekosongan jabatan Walkil

Wali Kota;

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemenntah dacrah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

7.  Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional
vang dilakukan oleh permerintah daerah;

&  Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

9, Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama  dengan
daerah  lain  atau  dengan pihak ketipa vang membebani
masyarakatdan daerah;




10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tarntangan utama Sckrctariat DPRD meliputi keterbatasan 5SDM,
kebutuhan modernizsasi telmolog, serts koordinasi lintas instansi yang
belum optmal, sementara peluangnvae terletak pada peningkatan
efektivitas pelavanan publik melalui digitalisasi, kolaborasi stralegis dengan
berbagai pemanghku kepentingan, dan peningkatan kapasitas SDM untuk
mendukung peran DPRD  dalam perencanaan  pembangunan  dan
pengawasan sesuai Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD
Provinsi, RTRW, dan KLHS.

Tantangan ;
1. Sumber Daya Manusia (SDM):
+  Keterbatasan Kapasitas

Terdapat tantangan dalam meningkatkan kapasitas dan
kompetensi SDM Sekretariat DPRD Kota Batam untuk dapat
menganalisis informasi kompleks dan Renstra K/L, Renstra PD
Provinsi, dobumen RTRW, dan KLHS demi memberikan
dukungan yang substantil kepacda anggota DFRD.
Kesenjangan Kompetensi:
Kesenjangan antara kebutuhan kompetensi vang diperlukan
dalam era digitalisasi dan yang dimilld SDM pada Sekretariat
DPRD Kota Batamn saat ini, schingga memeriukan pelatihan dan
pengembangan berkelanjutan,

2. Infrastruktur dan Telkmolog:

= Modemisasi Sistemn :

Masih terdapat ketergantungan pada sistern manual dan
kebutuhan untuk mengintegrasikan sistern informasi yang lebih
canggih untuk mendukung pengelolaan data, analisis kebijakan,
dan penvampaian informasi publik
Akses dan Keamanan Data ;




Dalam memastkan akses yang mudah dan aman terhadap
berbagai dokumen perencanaan dan  kebijakan untuk
mendulkiung kerja DPRD secara efeknl.

3. Koordinas: dan Kolaborasi:

Fa

Sinkronisasi Antar Instans

Koordinasi vang belum optimal antara Sekretariat DPRD Kota
Batam, Organisasi Perangkat Daerah (FD) dan instansi terkeait
minnya dapat menghambat sinerg  dalam  implementasi
kebijakan.

Keterlibatan Publik :

Tantangan dalam menciptakan mekanisme yvang efektf untuk
melibatkan masyarakat dalam proses pembahasan dokumen
perencanaan, schingga masukan mercka dapat terintegrasi
dalam kebijakan publik.

Peluang-peluang :
1. Pemanfaatan Teknologl dan Digitalisasi:

Peningkatan Pelayanan Publil -

Peluang untuk memanfaatkan teknologn  digital  dalam
menyvediakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan
akuntabel kepada anggota DPRD dan publik, serta untuk
mengelola informasi dari Renstra, RTRW, dan KLHS,

Analisis Data dan Informas

Pengembangan sistern  analisis data dapat membantu
Sekretariat DPRD Kota Batam dalam memproses  informasi
dari berbagai dokumen percncanzan untuk  mendukung
penyusunan relomendasi kebijakan dan pengawasan.

2. Perpuatan Peran dan Kapasitas Lembaga:

¥

Pengembangan SDM vang berkelanjutan -

Kesempatan untuk menciptakan program  pengembangan
kapasitas SDM vang terintegrasi dengen strategi pernerintah,
sehingga stal mampu memaham dan mendukung  proses
permyusunan kebijakan yang kompleks.



Peningkatan Dukungan Regulasi
Mengoptimalkan peran Sckretariat DPRD Kota Batam sebagai
garda terdepan dalam menyediakan data dan informasi yang
akurat unmuk mendukumg fungs legislasi, anggaran, dan
penpawasan DPRD, terutama dalam mengacu pada Kenstra
K/L, Renstra PD Provinsi, RTRW, dan KLHS.

3. Kolaborasi Strategis dan [novast:
Membangun Kemitraan:
Membangun kemitraan strategis dengan berbagal pemanghku
kepentingan, termasuk akademnisi, lembaga peneliban, dan
organisast masyarakat sipil, unfuk memperkaya kajan dan
analisis terkait isu-isu pembangunan.

¢ Penguaten Mekanisme Pengawasan:

Memanfaatkan doloamen perencanaan (Renstra K/L, Renstra
PD Provinsi, RTRW, KLHS} untuk meningkatkan efektivitas
pengawasan DPRD  terhadap program pembangunan  dan
memastkan  kesesuaian dengan  tujuan  pembangunan
berkelanjutan.

Hubungan dan keterkaitan dengan  Eenstra K/L  untuk
mendefinisikan arah dan pricritas pembangunan nasional, yang harus
diinternalisasi Sekretariat DPRD untuk mendulcung fungsi pengawasan dan
legislasi DPRD, sementara dengan Renstra PD Provinsi untuk menjabarkan
arah pembangunan daerah provinsi vang menjadi dasar bagn DPRD dalam
menvusun kebijakan dan memantau pelaksanaan program, dan terhadap
Dokumen RTRW Adalah Menyajikan rencana tata ruang wilayah yang harus
memjadi acuan Sekretariat DPRD dalarm membenkan informasi dan
dukungan terkait kebijakan tata ruang, serta mengilentifikasi potensi
kondlik dan sinergl pembangunan.



2.2. PERMASALAHAN DAN 1SU STRATEGIS SEKRETARIAT DFRD KOTA

BATAM

2.2.1. Permasalahan Sekretariat DPRD Kota Batam

Dalam pelaksanasn tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD

menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut:
Identifikasi Permasalahan

o3

a.

Kualitas Lavanan vang Tidak Konsisten: Indeks kepuasan
DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD menunjukkan
fluktuasi, yang mengindikasiken adanya masalah dalam
konsistens: layanan.,

Tidal tercapainya target Pengesahan Raperda menjadi Perda:
Prosentase Raperda yang disahkan tepat waktu masih di
bawah target, menunjukkan adanya kendala dalam proses
legislasi.

Agenda DPRD yang dinamis: Fasilitasi dan dukungan
pelaksanaan tugas Anggota DPRD menjadi terkendala
dikarenakan sering terjadi perubahan jadwal pembahasan
dari agenda yang telah ditetapkan.

Tantanpgan dan Peluang Pengembangan Pelayvanan Tantangan

adalah suatu kondisi vang datang dari luar sistem organisasi,

tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi

dalam mencapai tingkat keberhasilan. Tantangan Sekretariat

DPRD Kota Batam dalam pengembangan pelayanan antara lain
sebagai berikut:

a. Meningkatnya harapan masvarakat: Masyarakat

mengharapkan layanan yang lebih baik dan transparan,
yang menjadi tantangan bagi Seckretariat DPRD untuk
memenuhi ekspekiasi tersebut.

. Sumber Daya Manusia yang terbatas: Keterbatasan jumlah
dan kualitas SDM di Sckretariat DFRD dapat menghambat

cicktivitas pelayanan.




1.

Kompleksitas proses legislasi: Proses legislasi yang
kompleks dan memerlukan banyak tahapan dapat
menyebabkan keterlambatan dalam pengesahan Raperda,

. Perubahan kehijakan vang cepat: Perubahan kebijakan

yang cepat di tingkat nasional dan regional dapat

menyvulitkan Perangkat Daerah dalam menyesuatkan diri.

Selain tantangan-tantangan seperti diuraikan di atas,

terdapat pula peluang-peluang yang mendukung terhadap

pelaksanaan pengembangan Sekretariat DPRD Kota Batam yaitu;

.

Pemanfaatan teknologi informasi: pelayanan Pemanfaatan
teknologi informasi dapat meningkatkan cfisiensi dan
transparansi dalam pelayanan.

Kerjasama dengan Stakcholder: Membangun kerjasama
dengan  berbagai  stakeholder dapat meningkatkan
akuntabilitas. kualitas

Program pelatihan untuk SDM; layanan dan Mengadakan
program pelatihan untuk meningkatkan kompetens: SDM
di Sekretariat DPRD.

Inisiatif partisipasi masyarakat: Mendorong partisipasi
masyarakal dalam proses legislasi dapat meningkatkan
kepercayaan dan kepuasan masyarakat,

Pengembangan sistem pelaporan vang  efeknf:
Mengembangkan sistern pelaporan yvang lebih efektif untuk

memantan kinerja dan hasil program.

identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah di dalam wmenjalankan tugas dan fungsi

pelayanannya, Setwan menghadapi permasalahan sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional,

Di dalam menjalankan perannya, Setwan menghadapi tuntutan

untuk melaksanakan tugas vang cepat, tepat dan memuaskan

dari sepenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-




tugas DPRD. Disisi lain, sumber daya manusia yang dimiliki
oleh Setwan saat ini, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab
sebelumnya masih belum mencukupi.Kebutuhan Setwan dalam
menjalankan tugasnye banyak membutuhkan SDM  yang
memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika, bidang
ekonomi dengan disiplin ilmu akuntansi, manajemen dan ilmu
ekonomi,manajemen strategis dan perencanaan, dan bidang
hukum. Keterbatasan sarana dan pra sarana Teknologi Informas:
dan Komunikasi (TIK) kecepatan internet, kondisi saat ini
kapasitas internet di Sekretariat DPRD masih minim, tentunya
menjadi keluhan anggota DPRD Kota Batam, untuk mendukung
kebutuhan tersebut diperlukan penyediaan jaringan internet
yvang bebas hambatan dengan kecepatan maksimal. Selain
jaringan internet sarana pendukung lainnya Adalah komputer.
Sarana vang ada saat ini masih ada beberapa aparatur
Sekretariat DPRD  yang menggunakan komputer dengan
spesifikasi  rendah  sehingga agak menghambat dalam
mendukung pelaksanaan kegatan,

. Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD vang tidak optimal

Jadwa! Agenda DPRD sebelumnya sudah ditetapkan dan
dituanpkan ke dalam berita acara, namun implementasinya
agenda DPRD tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang
sudah disepakati. Hal ini berdampak pelaksanaan kegiatan tidak
sesual dengan vang dijadwalkan.c) Kurang optimainya dalam
melaksanakan program dan kegiatan Seringnya terjadi
perubshan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi PD serta sering berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat
mengakibatkan mempengaruhi terhadap kinerja Sekretariat
DPRD. Padatnya jadwal kegiatan DFRD mengakibatkan jadwal
kegiatan vang sudah disusun dan disepakati ada kalanya tidak
dapat dilaksanakan sesuai jadwal hal ini disebabkan banyaknya
kegiatan di luar dari kegiatan Sckretariat DPRD schingga




kegiatan vang sudah dijadwalkan tidak terlaksana karena

berbenturan waktu dengan kegiatan yang lain.

Tabel 11.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan

Sckretariat DPRD Kota Batam

NO s e PERMASALAHAN AKAR MASALAH |
UTAMA ‘
Belum | Keterbatasan Tingkat !-:nmpetr:nsi _|
| optimalnya Sumber Daya Sumber Daya Manusa
penyelenggaran Manusia Yang Yang  berdaya  saing |
pelayanan handal dan belum memadai
Sekretariat DPRD | profesional Kurangnya
sebagai kesempatan untuk
| dukungan mengembangkan
| terhadap kompetensi melahn
pelaksanaan Diklat;
tagas dan fungs Aparatur Sekretariat
DPRD DPRD yang memiliki
kompetensi terbatas
| Keterbatasan Sarana dan prasaran
Sarana dan PEMUNJANE Teknologi
Prasarana Informasi dan
Teknologi Komunikasi yang belum
Informasi dan pptimal
Komunikasi Pemanfaatan [novas: yang
helum optimal
Kurang Ptmhﬁhaﬁgij_akﬁﬂ-ari I
optimalnya Pemerintah Pusat yang
Dalam terlalu cepat
melaksanakan Seringnya terjadi
program dan perubahan kebijakan
kegiatan rerkait dengan




o | TERMABALAHAN J B
UTAMA i
- " pelaksanaan tugas dan
fungsi PD
s Banvaknya kegiatan |
diluar Tupoksi DPRD
s Padatnya jadwal kegiatan
DFRD
2.2.2. Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Batam

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam
suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu
strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan
disusun menjadi tepat sasaran, efektf, dapat diterima oleh pihak-
pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan
Menteri Dalam MNegeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan
penjelasan bahwa vang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi
atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknys yang signifikan bagi
entitas (dacrah/masyarakat) di masadatang Hal-hal yang menjadi
is1 strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau scbaliknya, apabila
tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, i
samping it suatu isu strategis merupakan hal-hal vang bersifat
mendasar, jangka panjang,mendesak, serta menentukan tujuan i

masa vang akan datang. Merumuskan perencanaan yang

Ly



kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait
dengan Perangkat Dacrah, Oleh karena itu pada bagian ini
dikemulakan analisis lingkungan strategis vang didasarkan pada
permasalahan- permasalahan  pelayanan Sekretariat  Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah Kota Batam baik internal maupun
cksternal, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dalam rangka untuk pencntuan isu-isu strategis Sekretariat DPRD
Kota Batam. Mengacu pada tugas pokok dan lungsinya, maka peran
Sekretariat DPRD Kota Batam dalam memberikan pelayanan
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting,
karena kenyemanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan
dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan
daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi
terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan
fungsi Sekretariat DPRD.

[su-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
daeragh karena dampaknya yang signifikan bagi

daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
Berangkat dari berbagai permasalahan Pembangunan yang
dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat
dikembangkan, maka dirumuskan isu siralegis pembangunan

daerah Kota Batam melalui herbagai pertimbangan di antaranya



memiliki pengaruh  besar  terhadap pencapaian  sasaran
pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah, dampak luasnya vang ditimbulkan terhadap
daerah dan masyarakat, memiliki daya bangkit terhadap janji politik
yvang perlu diwujudkan.
Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi.
:‘uiﬂnjngl-:aﬂ-:an akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan
anggaran dan program. Peningkatan akuntabilitas dan
transparansi merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa
pemerintah, lembaga, dan organisasi lainnya bertanggung jawab
atas tindakan dan Keputusan mereka, serta memberikan
informasi vang jelas dan terbuka kepada publik. Tujuan
utamanys adalsh membangun kepercayaan publik, mengurangi
korupsi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.
b. Penguatan Kapasitas SDM.
Penguatan kapasitas SDM Sekretariat DPRD dibutuhkan untuk
meningkatkan  kualitas layanan. Didalam memnjalankan
perannya, Sekretariat DPRD menghadapi  tuntutan  untuk
melaksanakan tugas vang cepat, tepat dan memuaskan dari
segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas
DPRD. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan

individu dalam menghadapi tantangan dan peluang vang ada

dangan cara seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan karir,




maupur peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dengan
peningkatan kapasitas SDM, diharapkan produktivitas kerja
dapat meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan,
mengatasi tantangan, membangun inovasi, meningkatkan daya
saing bagi organisasi.

. Optimalisasi Proses Legislasi.

Mengoptimalkan proses legislasi untuk memastikan pengesahan
Raperda dan anggaran tepat waktu. Optimalisasi proses legislas
berkaitan erat dengan dengan efektivitas DPRD Kota Batam
dan/atau fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Batam dalam
membuat pembentukan peraturan-peraturan, mulai dari proses
pembahasan sampai dengan proses pengesahan belum optimal.
Kepentingan politik, kualitas produk legislasi serta kemampuan

SDM herpengaruh kepada optimalnya proses legislasi,

d. Optimalisasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan

Selain menyusun Peraturan Daersh terdapat dua fungsi lain
vang hasur dijalankan oleh DPRD Kota Batam, yvaitu fungsi
penganggaran dan pengawasan. Fungsi penggangaran terkait
dengan penyvusunan dan pengesahan APBD dan APBDF Kota
Batam termasuk, sedangkan fungsi pengawasan terkait dengan
pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam
menyvelenggarakan urusan pemernntahan yang terdistribusi
kepada Perangkat Daerah scbagal penyclenggara urusan

pemerintahan. Optimalisasi dukungan terhadap kedua fungsi



tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPFRD Kota
Batam.
e. Peningkatan Harmonisasi antara Eksekutif dan Legislarif.

Meningkatkan harmonisasi antara eksekutif dan legislative untuk
menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program dan kebijakan.
Hal ini sangat penting yaitu untuk memastikan agar
pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien. Harmonisasi
yang baik akan Meningkatkan kolaborasi yang kuat dalam
penyusunan kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang lepat

SeElSaArEn,
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BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

Penyusunan Rencana Strategis (Rensira) Sekretariat DPRD Kota
Batam Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Dacrah), Peraturan Pemerintah, dan peraturan kepala
deerah tentang Struktur Organusasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD.
Renstra ini juga harus selaras dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi|
Sekretariat DPRD serta mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis
dacrah yang telsh ditetapkan. Elemen Penting Lain dalam Penyusunan
Renstra Tupoksi Sekretariat DPRD Dimana Renstra harus mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, yang meliputi
penyelenggaraan  administrasi, keuangan, serta dukungan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas DPRD. Kinerja Penyelenggaraan Indikator kinerja
Sckretariat DPRD dalam Renstra harus mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJIMD daerah, Analisis Situasi Penvusunan Renstra iuga
memperiimbangkan analisis terhadap keunggulan, peluang, kendals, dan
tantangan yang dihadapi oleh instansi pelaksana.

3.1 TUJUAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM TAHUN
2025-2029
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Eota Batam Tahun 2025
2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih. Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan
capaian kinerja dan Pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi,
permasalahan, tantangan dan peluang vang ada di Kota Batam, visi yang
hendak dicapai dalam periode 2025-2029 adalah:
" BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BEREUDAYA DAN
BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA"




Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokek visi yang
ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam di tahun 2029, Keempat
rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang
kondisi ideal vang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan.
Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kota Batam
Tahun 2025-20249 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 1 Uraian Pokok Visi

POKOK VISI URAIAN |

Madani dan Berbudava Madani dan Berbudaya menggambarkan Konglisi
| masyarakat Kota Batam yang beradab dan berperilaku
baik. Tata nilai atau norma budaya merupakan modal
: utama dalam upays mewujudkan masyarakat madani.
Hal tersebut menjadi dasar Jdikarepakan budava
merupakan cara  pola kehidupan vang meliput
pengetahuan, sikap, pola  perilaku, kKepercevesn,
keseruan, moral, hukum, sdat dan kebiasasn  yang
dimiliki dan dwariskan oleh masyarakat tertentu
sebagai  bukti  keherlangsungan suatu  peradaban
manusia untuk mengatasi berbagai perscatan, rintangan
| dan kesukaran hidup guna mencapa keselamatan dan
' kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai. Perwujudan
|mas_lpara}fat madani dan berbudava  Kota Batam
dipambarkan masyarakat HKota Batam yang memiliki
kemandirian dalam menjalankan kegiatan sosmal,
| ekonomi, dan politknya. Masyarakat juga menjunjung
linggi norma-norma  yang baik dalam membangun,
memaknai, dan menjalani kehidupannya, Hal ni
[ termasuk kemampuan masyverakat dalam melakukan

kritik terhadap pemenntah, mengatur dirinya sendin,

gerta memperjuangkan hak dan kepentingannya




Inovarif

Berkelanjutan

Inovatif dalam hal ini digambarkan dengan
pemerintahan  vang menerapkan ide-ide
baru dan kreatsf dalam penyelenggaraan
pelayanan publik. [novasi ini dapat
| dilakukan di semua bidang, seperti
peningkatan sumber dayva manusia, tata
kelola pemenmiahan sera segala hal yang

berhubungan dengan pelavanan  publik.
Pemerintah daeralhh  melalui  Peranghat
| Dasrah (PO} wajih  berinovasi  dan
E mengembangkan kreativitns sesuan dengan

tugas pokok dan  fungsi  dalam
meninglatian pelavanan kempada
masyarakat. Kreativitas dan inovasi vang
ada dihamplkan dapat diimplementasikan

kepada masvarakat dan bermanfaat untuk

peningkatan kesejahteraan masyamkat

pezat dan merupekan salah  sata dari
| penyumbang terbesar Perekonomian
| Peovinsi  dan Masional, sehingea  perla
menerapkan konsep berkelanjutan dalam

setiap aspek pembangunan karena o sisi
| lain, terjadl eksternalitas negatil dari
| pembangunan  ekonomi vang berpotensi
| menghalangi terciptanya suatu  inclusive

| green economy, Sesuail demgen Undang-

Kota Batam mengalami pertumbuhan yang

Undang Mo, 32 tahun 2009 wentang |

Hidup, Pembangunan berkelenjutan adalah

upava sadar dan terencana  yang |

i Perlindunpgan dan Pengelolaan Lingkungan
|

memedukan aspek  lingkungan  hidup,
imsial, dan ekonomi ke dalam strategi

| pembangunan untuk menjamin keutuhan |

lingkungan hidup serta Keselamatan,
kEemampuan, Hescjghteraan, dan mutu
hidup generast masa kini dan generas:

| masa depan




| Pusat Investazi dan Pﬂriwj.fﬁ;ﬁ

o

rF'-Fm"I]J.I-JI:'].';]'I }{n-r.n Batam sehagal pusat
! investas adalah nvestas: yang masuk Kota
:Elua'ram diharapkan mampu menciptakan
| lapanpan kerja vang luas bagi masyvarakat,
| dengan begitu hal ini dapat mengatasi
! angka penEanEEUTan dan angka
| kemiskinan. Artirya, dengan meningkatkan
:r];aj.-a saing ckonomi dacrah maka
diharapkan  kesejahteraan  masyvarakat
akan memjadi lelbh baik, Pelaksanaan
otonomi  daerah  diharapkan  dapat
membuka peluang investasi secara positif
bagi LIpaya perbatkan atas
kelemahan /kekurangan  pembangunan  di
daerah, Dalam rangka pelaksanaan
pembangunan daerah  yang  semakin
| dinamis di daerah maka diperlukan upaya
pembinaan, pengembapgan  dan  inovasi
secara lehih terarah dan terpadu  dan
peningkatan kemudahan investasi sehingga
hasilnyve dapat dimanfastkan untuk
meningkatkan  kemajuen pembangunan
Kota Batam, HKota Batam merupakan
| wilayah dengan beragam destinasi wisata
haik hernuanse alam maupun budaya vang
[ hanyak diminati oleh wisatawan baik
domestik maupun mancancgara, Oleh
karena itu, kepariwisataan menjadi salah
satu perhatian utama bagl Pemerintah Kota
| Batam. Menjadi Kota denpan pariwisata
[ diwujucdkan  dengan mengembangkan
destinasi dan produk pariwisata berbasis
alam, budaya dan belanja dengan berpihak
| kepada makyval vang terintegrasi  serta
meningkatkan promosi pariwisata Batam di
dalam dan di luar negeri secara bersinergi

| dengan  mengembangkan  inovasi  dan

kreativitas  hary, Pariwisats yang maju

| dilakukan melalui upaya peningkatan




standar kuahtes pelayanan kepamasstasn

secara komprehensif.

Visi Kota Batam periode 2025-2029 menitikberatkan pada
perwujudan kota madani vang inovatif, berkelanjutan dan berbudaya, Arah
pertumbuhban ekonomi Kota Batam yaitu denpgan memaksimalkan potensi
Batam scbagai pusat investasi dan pariwisata schingga mampu
mensejahterakan dan memajukan Kota Batam yang dapat dirasakan
masyarakat secara merata. Dari keterkaitan visi dengan pokok visi serta
misi dalam upayva mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-
2029, tertera pada gambar sebagai berikut

Gambar IT1.1 Alur Keterkaitan Viei dan Mi=i Kota Batam 2025-2029

FOHORK YISI MISI RPJMD HKOTA BATAM 2026-2029
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1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuban ekonomi
yang akan menumbubkembangkan kegiatan investasi dan
pariwisata yang berdaya saing global. Misi i dimaksudkan
untuk meningkatkan pembangunan ekenomi dengan menciptakan
pPusat-pusat pertumbuhan  yang  menitukberatkan pada
peningkatan investasi tinghkat global, Kota Batam memiliki potensi
investasi dan pariwisata yang berdaya saing global karena
didukung cleh berbagai kawasan ekonomi khusus, infrastrukiur,

dan konecktivitas penerbangan internasional. Fokus ulama dari




misi  ini adalah meningkatkan potensi investas1 dan
pengembangan sektor pariwisata, Beragam destinasi wisata, mulai
dari pantai hingpa pemandanpan Kota Batam lainnyva, menjach
modal untuk memperoleh pendapatan yang optuimal dan menjadi
daya tarik investasi. Bektor panwisata juga dapat memberikan
kontnbusi di  bidang jasa. Optimabsas:  pembangunan
infrastruktur HBatam jupa perlu diintervensi sehinggae akan
menunjang peningkatan sektor panwisata. Salah satu amanah
pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum,
memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan
serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat
Kota Batam. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah
tersebut  diwujudkan melalln permngkatan  produktivitas
masyarakat, Selain itu, pemeriniah juga mendorong terwujudnya
43 Rencana Strategis (RENSTRA| Sekretariat DPRD Kota Batam
Kota Batam 2025 - 2029 kemandirian masyvarakat melalus
munculnya wirausaha-wirausaha baru yang akan mendongkrak
peningkatan investasi khususnya penunjang sektor pariwisata,
Sejalan dengan hal tersebut diharapkan Kota Batam dapat
mewujudkan pembangunan ekonomi vang inklusif dan regeneratif
sebagai upava perwujudan Kota Batam menjadi pusat investasi
dan panwisata terkemuka. Dalam meningkatkan investasi daerah,
Pemerintah Kota Batam harus mempermudak segala jenis
pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin
kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa
taatl pada aturan-aturan vang berlaku.

. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang
berkelanjutan. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota
Batam dengan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan
ekonomi dan pengembangan wilayah. Sarana dan prasarana
publik atau infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak
ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana serta transportasi

dapat meningkatkan mobilitas yang dapat berpengaruh pada




meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur
akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bag faktor-
faktor produksi. Selain infrastruktur yang handal, merata dan
ramah  lingkungan, konektivitas seperti jaringan digital jugs
menjadi sesuatu yang harus dibangun di era ekonomi digital yang
menjadi tantangan dan sekaligns peluang bagi daerah dalam
mendorong pemerataan serta peningkatan dayva saing daerah.

. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing,
produktif dan berakhlak mulia. Misi ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat
Batam untuk menjadi manusia yang berdayva saing, produktf dan
berakhlak mulia. Pembangunan manusia dibentuk melalui
pendekatan tiga dimensi dasar, Dimensi tersebut mencakup umur
panjang dan sehat, serta pengetahuan dan kehidupan yang layak
yvang dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dalam bidang pendidikan dan kesehatan, misi ini diharapkan
mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemcrataan
layanan pendidikan dan keschatan agar semua masyarakat di
Kota Batam dapat merasakan penyvelenggaraan 44 Rencana
Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Batam Kota Batam
2025 - 2029 pelavanan pendidikan yang adil dan berkualitas
schingga mampu menciptakan generasi yang produktif dan
berakhlak mulia. Sehingga apahila pendidikan dan kesehatan
vanz menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah
meningkat, maka diharapkan akan tercipta daya saing dan
pemerataan kesejahteraan,

. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance.
Misi ini mengarahkan pada peningkatan profesionalisme
pemerintah daerah yang dapat berpengaruh pada peningkatan
pelavanan kepada masyarakat Kota Batam. Pemerintah yang
demokratis, berintegritas, responsif dan inovatif menjadi perhatian
dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemenntah

didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional,




bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa
mengedepankan keadilan sebagal landasan etik dalam melakukan
setiap layanan kepada masyarakat. Kondisi ini diwajudkan
dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam
melakukan kerja pelavanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam
menjalankan pelavanan masyarakat, prosedur dan mekanisme
yvang ada senantiasa harus ditaat.
. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung
pembangunan berkelanjutan. Sebagail upayva mendukung konsep
pembangunan berkelanjutan sesual dengan rencana jangka
panjang dacrah, Kota Batam berupaya mewujudkan Koia Batam
sebagai kota vang berbudaya dan berwawasan lingkungen dengan
memadukan aspelk lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke
dalam strategs pembangunan untuk menjamin  pengelolaan
sumber daya alam. Pembangunan berwawasan lingkungan
diwujudkan melalui pembangunan kota dengan pengelolaan
limbah terpadu, karbon rendah, serta ketersediaan rang hijan
publik, mengurangi efek pas rumah kaca, menurunkan suhu dan
meningkatkan kualitas hngkungan hidup sehingga tahan terhadap
krisis iklim dan bencana,

Untuk mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota di
atas, maka Sekretariat DPRD Kota Batam pada RPJMD Kota
Batam Tahun 2025-2029 mengemban misi ke-4 yaitu

Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang good governance.




Gambar II[.2 Konsep Renstra Perangkat Daerah
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RPJMD wang merupakan dokumen perencanaan daerah yang
menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka

menengah, Misi, twjuan, dan sasaran dalam RPJMD (Rencana




Pembangunan Jangka Menengah Daerah) memiliki keterkaitan erat
dengan tujuan Perangkat Daerah,

Tujuan Perangkat Daerah vang merupakan penjabaran dan
tujuan dan sasaran RPJMD, harus sclaras dan mendukung
pencapaian tujuan vyang lebih luas di tingkat daerah. Tujuan
merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi serta
merupakan hasil akhir vang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 {satu) sampai dengan 3 (lima) tahun kedepan.

Dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, Sekretariat
DFRD Kota Batam mengemban misi ke-4 RPIMD vairu Mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang good govermance. Untuk mewujudkan
ketercapaian misi tersebut Sekretariai DPRD Kota Batam menvusun
mrjuan yvang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun kedepan
yaitu:

“Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam”
Untuk mewujudkan tujuan Sekretariat DPRD Kota Batam Kota Batam
dalam 5 tehun kedepan, maka Sekretariat DPRED Kota Batam
merumuskan tujuan dan sasaran Rentra yang dapat dilihat pada

tabel herkoat:

Tabel 111.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Sekretariat DPRD KHota Batam
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3.2.

SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM TAHUN

2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondist vang mengsambarkan
tercapainya fujuan, berupa hasil Kinerja Sekretariat DPRD Koia
Batam yang diperoleh dari pencapailan hasil (outcome)] program
Sekretariat DPRD  Kota Batam. Sasaran diterjemahkan menjadi
program vang dirinc dalam bentuk kegiatan, Proses keberhasilan
pencapalan hasil sasaran sangat tergantung dan diusahakan dalam
bentuk kuanutatif schingga dapat terukuar. Sasaran ditetapkan
dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapal tujuan dapat
berjalan secara terfokus, efektif dan efisien.

Selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun
2025 2029 dan dalam rangka mewujudkan tujuan Sekretar at
DPRD Kota Batam Tahun 2025-2029 diatas, Sekretariat DPRD Kota
Batam menetapkan sejumlah sasaran strategis yang terarah,
terukur, dan sclaras dengan isu-isu pembangunan daerah, Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria [NSPE), serta kebutuhan
masyarakat. Sasaran strategis vang ditetapkan dalam Renstra
Tabun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan
program  dan  keglatan proritas, serta sebagal dasar dalam
penyusunan indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah.
Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnva lavanan/dukungan terhadap proses penyelesaian
produk hukum oleh DPRD., Sasaran ini bertujuan untuk
peningkatan pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan
rapat-rapat dan studi banding DPRD dalam proses awal mula
pembahasan hingga selesainya suatu produk hukum.

2, Meningkatkan Kualitas pelayanan Pemerintahan,  Untuk

peningktan sasaran kedua ini, perlu mengadopsi strateg
dipitalisasi layanan (e-government], penyederhanaan prosedur
administrasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM,
peningkatan koordinasi antarinstansi, dan penggunaan teknologi
untuk otomatisasi dan analisis data. Langkah-langkah ini




bertujuan untuk mempercepat waktu penyelesaian, menurunkan

biaya,

meningkatkan kualitas pelavanan,

dan memastikan

pelavanan vang lebih transparan, responsif, serta akuntabel bagi

Strategi Sekretariat DPRD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam rangka

mewujudkan dukungan pelaksanaan tugass dan fangsi DPRD,

ODPRD merumuskan

straiegi yang ferintegrasi dan

berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan

clektivitas pengawasan. Strategi ini disusun dalam rangka untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat

DPFRD Kota Batam, yaitu sebagai berikut |

DPRD/ Masvarakat.
3.3.
Sekretariat
Tabel II1.3
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3.4. ARAH KEEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM DALAM
MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2Z025-2029

SBekretarial DPRD dalam mengemban tugas pekok dan fungsinya
senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni
kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam
mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal
organisas! vang terdiri atas dua faktor Strategis, vaitu kekuatan
(strength) dan Kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal
organisas: yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang

(opportunity) dan ancaman /tantangan {threath],

Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRED Kota
Batam menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:
A. Faktor Internal
1. Kekuatan :
a. Tersedianva angparan operasional vang cukup memadai
b. Tersedianya Tata Tertib dan kode Etdk DPRD berdasarkan
Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan [ungs
Sekretariat DPRD
¢. Terjalinnva hubungan vang harmonis antara Sekretariat DPRD
dengan DPRD Kedudukan  Sekretariat  DPRD lebih strategis
dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemenntahan Daerah
2. Kelemahan :
a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sckretarariat DPRD yang
belum optimal
b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungs: DPRD
c. Belum optimalnva pemanfaatan sarana teknologi mformas: yang
tersedia
d. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum

mengakomodir secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi




penvelenggaraan tugas dan fungst dalam rangka mendulkung
kinerja DPRD,

B. Faktor Eksternal

Peluang :

a. Tingginya standar pelayanan yang dibumuhkan anggota DPRD

b. Tingginyva kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
penyaluran  aspirasi secara demokratis

c. SBemakin besarnya wvolume  kegiatan DPRD dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan

d. Bemakin pesatnva  perkembangan  ilmu pengetahuan
dan teknologn vang harus diakutt dengan peningkatan
aksesibilitasnva

e. Dimungkinkannya  pemanfaatan tenaga ahli dalam

rangka mendukung kinerja DPRD

2. Ancaman/Tantangan :

a. Beringnyva terjadi  perubahan  Peraturan  Perundangan
terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah

b, Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak
eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD

c. Masih adanya opini terhadap institusi BSekretaniat DPRD
sehapgal organisasi vang inferior

d. Masih banyaknva hambatan-hambatan eksternal dalam
rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di

Sekretariat DPRD,

C. Pilihan Langkah Strategis
Langkah Strategis 5-0

Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi
melaluioptimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan

anggaran vang tersedia serta pemanfaatan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta tenaga ahli.




ii. Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang
serta adanya tata tertih dan kode etik DPRD untuk mewujudkan

pelavanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakal secara
prima.

Langhkah Strategis 5 -T
1. Jadikan keberadaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta

terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretanat DPRD
dengan DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya
campur tangen pihak eksternal dalam penetapan kebijakan
internal dan untak perwuudan reformasi  birokrasi secara
menyveiuruh di Sekretariat DPRL);

ii. Optimalkan kedudukan Sckretariat DPRD vang stratcgis
untuk mengantisipasi seringnyva terjadi perubahan kebijakan

dan opini inferior terhadap institusi.

Langkah Strategis W - O

i. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarat DPRD
untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD
melalui pemanfaatan  perkembangan ilmu  pengetahuan dan
teknolog;

ii. Optimaikan ketersediaan sarana dan prasarana
serla pengembangan  kelembagaan Sekretariat DPRD untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD  sebagai
lembaga perwakilan.

Langkah Strategis 8 - W

i. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD
untuk mewujudkan Sekrctariat DPRD scbagal institusi yang
kapabel di bidangnya;

i, Optimalkan ketersediaan dan pemaniaatan sarana dan
prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretarial DPRD




.

untuk mengantsipasi hambatan- hambatan eksternal dalam

rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Faktor- faktor Kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan (eritical succes factors)
merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan
keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran orgamsasi, dan bahkan
perumusan  tujuan  organisasi  haruslah  memperhatikan
keberadaan faktor--faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-
faktor kune: keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu
dengan menganalisis lingkungan Strategis organisasi melalui
pendekatan analisis SWOT/ TOWS.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis
SWOT/TOWS terhadap faktor-faktor Strategis tersebut, maka
dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya
pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Kota Batam
adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat
DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar Kinerja
DPFRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja
vang solid dalam rangka mewujudikan Sekretariat DPRD sebagai
institusi vang kapabel di bidangnya;

2. Dptimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana
serta  pengembangan  kelembagaan Sekretariat DPRD  untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD  sebagai
lembapa perwalalan;

3. Optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan
prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD
untuk mengantisipasi hambatan- hambatan eksternal dalam

rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.




Schagai bentuk operasionalisasi sesual tugas dan fungsi Sekretariat
DPRD dan arah kebijakan RFJMD Kota Batam serta selaras dengan strategi
dalam rangka mencapal target tujuan dan sasaran Rencana Strategls

Sekretariat DPRD Kota Batam dapat dirumuskan sebagaimana tabel
beriloat.
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Bab ini menguraikan arah pelaksanaan program, kegiatan, dan

subkegiatan Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025-2029, yang

disusun untuk mendukung pencapaien tujuan dan sasaran  yang

dijabarkan pada bab sebelumnya. Perencanaan ini memperhatikan

keterkaitan antara sasaran RPJMD, sasaran Renstra, indikator kinerja,

gerta ketersedhaan sumber dayva

1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan merupakan hasil cascading dari
tujuarn, sasaran, outcome, dan output;

2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan mengacu pada nomenklatur vang
diatur dalam pemutakhirannya; Peraturan Mentern: Dalam Negeri beserta

3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja
SBekretariat DPRD Kota Batam dimulal dar tahun 2025 hingga tahun
2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030
merupakan bagian darl upaya menjaga kesinambungan perencanaar
Sekretaniat DPRD Kota Batam yaitu pijakan penyvusunan Renja Tahun

2030,




Gambar IV.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah
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4.1.1. Uraian Program

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih
dan kegiatan kegiatan vang dilaksanakan eleh Sekretariat DPRD Kota
Batam sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan untuk
mencapai fujuan dan sasaran. Program vang dilaksanakan oleh
Sekretariat DPRD Kota Batam merupakan penjabaran dari tujuan,
sasaran, strategi dan kebijakan vang telah disampaikan dalam bab
sebelumnya, adapun program Sekretariat DPRD Kota Batam tahun
2025-2029 sesual Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 yang telah diperbaharuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 adalah sebagai benkut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/HKora

4.1.2. Uralan Sub Kegiatan

1. Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRED, terdin dan
sub kepiatan diantaranva :
a. Penyusunan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan
daerah;
b, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
c. Penyelengparaan Kajian Perundang-Undangan;
d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau
Naskah Akademik:
e. Penvusunan Tata Tertib DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, terdiri dari sub kegiatan
diantaranya;
a. Pembahasan KUA dan PPAS;
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
Pembahasan APBD;
Pembahasan APBD Perubahan;
Pembahasan Laporan Semester,

o o 0T



f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

3. Pengawsasan Penvelenggaraan Pemerintah, terdin dan sub

kegiatan diantaranya :

a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemenntahan

dan Hukum;

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kescjahtcraan
Raloyat;

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya
Alam;

Pengawasan Timdak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan
Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

Pengawasan Penggunaan Anggaran,

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Deerah

4, Peningkatan Kapasitas DPRD, terdiri dar sub kegiatan
diantaranya ;

s IS

=3

F.

B

Orientasi DPRD;
Pendalaman Tugas DPRD

c. Publikasi dan Dokumentas: Dewan;
d.

=

Penvediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahb;
Fenyediaan Tenaga Ahli Fraksi,
Fenyelenggaraan Hubungan Masvaralkat;
Pernyusunan Program Kerja DPRD,

5. Penverapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat,

terdiri dar: sub kegiatan diantaranya :

a.
=%

a8

Kunjungan Kerja dalam Dacrah;
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
Pelaksanaan Reses;

B. Pembahasan Kerja Sama Daerah, terdini  dari sub Kegiatan

diantaranya :



a. Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujua Kerjasama
Daerah;
B. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi;
T. Fasilitasi Tugas DPRD, terdiri darl sub kegiatan diantaranya :

a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
b. Penyvusunan Laporan Kinerja DPRD;

= Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;

d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD,

8, Administrasi Keuangan Perangleat Daerah, terdiri dari sub
kegiatan diantaranya :
Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN;
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan PERANGEKAT DAERAH,;
¢, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
G, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub
kegiatan diantaranya :
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya;
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungs;
10. Administrasi Umum Perangkst Daerah, terdiri dari
subkegiatan diantaranys
g, Penvediaan HKomponen Instalasi Listnk/Penerangan
Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan;
g. Fasilitast Kunjungan Tamu;
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  Konsultasi
PERANGEAT DAERAH;




11.

12.

13,

14,

Pengadaan Barang Milikk Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah, terdin dari sub kegiatan diantaranya :

-

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
atall Lapangan b. Pengadaan Mebel

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

. Pengadaan Barana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya;

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,

terdiri dari sub kegiatan diantaranya !

a.

£

Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Pervediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegatan diantaranya @
a. Penvediaan Jasa Pemelihamaan, Biava Pemeliharaan, dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan,
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

¢. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lannyva;
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya;

Lavanan Keuangan Dan Kescjghteraan DPRD, terdiri dan

sub  kegiatan diantaranya :

a. Penvelenggaraan Administrasi Keuangan DPED,
b. Penvediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
¢, Pelaksanaan Medical Check Up DPRD;




15. Lavanan Administrasi DPRD, terdiri dari sub kegiatan

diantaranya :

a. Fasilitasi Fraksi DPRD;
b. Fasilitasi Rapat Keoordinasi dan Konsultasi DPRD.

4.1.3. Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Beserta Kinerja,

Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mewujudkan wisi, misi, Tjuan, dan sasaran

pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis

Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025-2029, maka ditetapkan

berbagal program, kegiatan, dan sub kegiatan vang disusun secara
sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk

menjamin keterukuran capaian, setiap program, kegiatan, dan sub

kegiatan dilengkam dengan:

L

Kinerja (Outcome/Output) — menggambarkan manfaat atau hasil
vang diharapkan dapat dirasskan oleh masyarakat maupun
pemangku kepentingan dar pelaksanaan program.

Indikator Kinerja — menjadi ukuran kuantitatif maupun kualitanf
terhadap pencapaian tajuan program/kegiatan, sepertl persentase
peningkatan lavanan transportasi publik, rasio kecelakaan lalu

lintas, tingkat keterhubungan moda transportasi, dan lain-lain.

. Target — merupakan besaran atau capaian terukur pada setiap

tahun rencana (2025-2029) vang menjadi pedoman evaluasi
keberhasilan. 4. Pagu Indikatif — wvaita perkiraan kebutuhan
anggaran vang dialokasikan untuk menjamin terselenggaranya
program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah
ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan

daerah.



4.1.4. Pendanaan

Pendanaan adalah rincian dana yang dialokasikan untuk
kegiatan tahunan. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada

Sinkronisasi Tujuan, Sasaran program, kegiatan dan pendanaan,

4.1.5. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangksa Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan vang dilaksanakan oleh Sekretariat DPED  Kota
Batam dirancang untuk mendukung secara langsung maupun tidak
langsung pencapaian Program  Prioritas  Pecmbangunan Daerah
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2024.
Subkegiatan Penvediasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota dalam | (Satu) Daerah Kabupaten/Kkota
merupakan subkegiatan vang mendukung program prioritas Walikota
dan Wakil Walikot terpilih vang dapat memberikan kontribusi nyata
dalam meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan kepada

masyarakat.
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Tabel IV.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah
O FROGRAM OUTCOM il
|2 B s :
Menmghkatniva
PROGERANM alounitabilites Pefancansan, Penginggaran,
PENUNJANG URUSAN | |00 2 nglkat
1 | PEMERINTAHAN ., | dan Evluasi Kinerja Pera
DAERAH | "ol
EABUPATEN/KOTA | layenan
koraekr e tnreatan

| Tersusunnya Doloemen
PEMENCARANL, PENENEEATHR daf

| evaluasg Sekretanat DERED

| Penynsunan Dolouomen
| persncanaan daerak

Tersusennva Dokumen Perencataan
| Peranghut Daereh

Ihlnnd.ﬂ'inﬂjlw Daerah

| Terlaksannnys Evaluas Kmers

| Administrasi Keosngan Feranghat
Duersh

Terlaksnanys Evarmn administras

Penyedian Chagi dan Tanjangan

| e amgan |

Ter sedupnyn Gari dan Taajanga

Penyeciaan AdmInisTas:
Peluksanasan Tugas ASN

Tex sedianya AdmunisiTas
Prlakswnann Tugas ASH

Prlaksmnmian Penstaunaliaan den
Pengujian el kenangan

| Terteksananya Pernatmasahse slan
| ¥

Peagujian Verifikns: Keunmgan
| mgPn

[ Administras] Hepegowaiom

| Terknksananyva peoingksien
| kompetensi ASN)

Pengadain Fakaian Einmbeuﬂ;
avribut kelengkapannya

Tersedianys Palkaian Dines beserta
Atribvat Kelenghoapan

Petdsdiian dan pelatihan pegawa
| berdusarzan igss den fung=

Terlakaananve Perbidiknn dan
Pelarduan Pegawm Herdnsarkan

TugrRs dan Fongsi

Admmisiran peranghan dacrah

Adminiatrasl Umam Perangloat
Daerah o

Terlaknompnya ligyainan sdminisiras
umum Selereturinl DFRLD




| Peripedisnn - Rompuanen Ingtalaa
Liztsik /Pensranpen Hanjpiman
Kanine

Tersrfiahyn Komponen o stalas
Listrik/ Fenerangnn Hangumsh
Kantor

Proyediaan Peralatan dan
| Perle n Eanto

Tersedinmyn Peralotan dar

Perlenghkapan Kanior
Pepyediaan Peralotan Buah
Tanggs

Tersedianys Peralatan ok
TAnggE

Pervedizan Hahien Logesth Kanlor

Tersedianys Bahan Lagistic Kuntor

Penyediann Breranyg Cetalonn dan

Tetsefianys Harsng Cetaban dan
| Pengprndsan B

" Penyediann Bahar Bacasn dan
| Prranrran Perundang- uniangst

Tersedianya Buhan Bacaan tlam
Prraturan Perundang-undangan

Faslltas Kunjungmn Tamal

[ Trrlakﬂaﬁﬁ.:hgl Fagilitas Kunjungan

| Tamu

1 . E-Ir.l'l.“ 5
dar Konsuitasl SEifle

Terlalesananya Prmyelen guaread
Hapet Koordirsss) dan Bomsuias
ShPD

Pengadaan Rarang Milik Daeran

Terlalcsananys peluloummiarn

_ penhdean B0

Penpadsan Bendarasn Fr:rmw'l;gln
Dinas et Kendarsan [inas
Jabatan

Dinss gran Kendoarsan Dices

Jabiaran

Fengadaan Hendarann Dizas
Operasionsd atng Lapangan

| Terssdianya Henddrans [hoas
Ohperasionil siten Lepaogan

Pergadaam hMehed

Tersedisnya Mehef

Pergulann Pernlivten dan Mesr
Lalnnyn

Tersediemya Perularan dan hWisin
| Latnnoys

' Pengadasn Sprans dun Praserana
Gediung Kantor atan Hangunan
I Lattimnis




Tersedunyn Sarana dan Prasarane |
Ciedung Kantor atau Dafp nan

Laurinva

Pengadann Sarana dan Prasdrana
Perdukung Cedung Sentor atuu

Banguanan Leinnya

Tersedianys Sarana dan Prasarang
Pendikung Cedung Kantor atau

Banganan Lannyn

Fenyediasn jasa penunjony urusan
Fm;'uin_rtlllm

TerspEianyn B pEnunjEang urissEn
Seloretannt LFRD

I Penyridiaen Jasa Komunikest,

Sumber Devas Aer dan Listnk

Terscdinnya Josn Komumtkas)
Sumbier Davis Aar dan L:.ll'l_:.'r.'h:

Peovedinnn Jasa Peralatan dem
Perlenpkmpan Hamtor

Tersedianya fasn Pll"l'li.ll‘.ﬂ.l'l din

..... e

_Kentor

Ftn;.-:dunn Jaga Pelavemsn Lmam

Tersedipmyn Jasi PELII]-'II-IHI-I'J Uneum
RaABT

Pemelibarson Barang Milk Dasrah
Penunjang Uroson Pemerintah
Daerah

-

Terlakzanares pemsliharaan BD
Sekretariat DPRED

Tenyedisan fasa Pemelibiacsan,
Hiave Pemeltharan dan Pajak
Kendarang Feroranpgan Dinas aliki
Kendarnan Cannes Jnhmtan

Terscdianya Jasn Pensvisherass,
Biaya Pemeliborann dan Bajak
EKendmraan Perornnpan Tinas atau
Kemdarann Dinas Jabiatan

Perreodinan Jesa Pemelibio aen,
Biava Pemeliharann, Pamak dan
Frrizinan xendrraen Dinags

Ciperpnionsl atau Lopaipsn

]

Tersedianya Jass Pemelihsaraan,
Bimya Pemcliharssn, Pajal dan
Perzinan Kendarman Dinas
Orperasidnal amu Legangat

Frmeliharann Pesalitan dan Mesin
Lalnrs

| Tﬁlm:s;mmyul-'mhhmﬂn

Peralutan fon Mesin Leinnyn

Perselilinrann / Hebushilrime Gedung
Kasitos dan Banganan Lainiys

Tetlaleasmnan e
FPemrliharaan | Behabilitas SGedung
Rentor dan Busigunan Lalnys

Layanan Hepangan dan
Eesejohterann DFRD

Tu-prmﬂ:muul.ﬂ_l.'mm im.mmﬁaﬂ

ng.-eiuuﬁ.armn Aclrministrat
kousngan DERD i

| 0%



Tersedianys Hak Keoangan Anggot
DFRL

| Penyediaan Pakmian Dinas dem

Terlpksanunye Penyrdiaar Palcaint
Chinas dan Asribut DPRE i

Pelaksanmen Medicnl Check Up
PRI

Terlaksananya Medical Cheek T
LRI i

Lavanun Administragi DFRD

| Terpenlnye T..a,mmn Administras
[ 5 A

e

Fasilitas Frakes DFRD

Terlakaarnenyn Fusibtaw Fraes]
FE1 5] G ]

Fasilissd Hipnt Enordinasi dari
Bipsaitas: QPR

Terlaksananya Fasilnas Rapar
Roordinas) lan Komsulas DFRD

Menmghkmtnya

Pemenuhan Fasiliian
Pelaksnnaan Tugas

TUGAS DAN FUNGSI | dan Fungs: DPRD

Terfaslitasmya Prmhentiken
Fermbizien Doecin dan  Peraniran

PafrfESUTATN dan Bambahasan
Program Pembontukae Pemturan
Doerah

DFRD —

Terlaksaranyn Penyusunan dan
Pembohasom Prowroes Petsbantuloan
ah

ke

Peraturen Dasral
Pembahazan Rancangun
Peraturan Duerah

| Terlakzananya Pembabasan
Bencangan Peratorad Deerah

Penyolenggaraan  Kajlan

ot

Perundong. Undangsn
Terlaicsananya Prryelen gEarasn

FErET

Fasilitusl Penyusonmm

Kglian Peeyricung: Uodergan -

~ | Terlaksanunyn Fabllites

| Penyusinnn Pemelzsan elaa
Kietorapgan den fatan Naskah

Abgpdenike T ———

Tata Tertib DPRD

!ﬂ,ﬂl‘hﬂ.L
Tersusannya Tets  Tertib DPED

Pembanasan  Hebijukan Angguran

Tﬂ'l'm]hulmm Pembahra=sxn

Teviaksananyn Pembabesun $UA
dan FPAS

Pembahssan Prrubaban KUA dan
Faruhahan PFRAS

Tertaksananys Pembalakin
Perubaban  RUA  don Perubaban

st e e




Berutahan

Pembahasan  Laporan Semester

Laporan Realisasi Priaksanss
APRE  Dep Setoester

| Pembahazsn ?lrtnw-ihn

Tcr]nkmu:n'yu Fembahasan
Perianggungavaban AFBO

I hwvﬂn:“ Penyelonggarasn

i Terlaksananva Penpawasnn
Penyelenpgearsan Pemeniniahen

W“l Urusan
| Pemerlotehan  Bidang

'Iwrin:r.amnu:.a PenERuRsan Urtasan
Pemeriniahan Hidang Pemerimlahan
dan Hukum

Pengawasan  Urusas
!?Iﬂﬂﬂﬂ.’hﬂlll Eidang

| Pemerntahan Bidang nirestdur

_ Infrastrokter =000
Terlaksananys  Pengrwssad Urasen

_ Kesejuhternan Rakyat

Pemeriniahem Bidang Keeepahteraan
Halogal

Terlaicssnanya  Pengawassn Lirusan '

=

Penpawsasan Uresan
Pemorintahan  Bidang

i
{
E
s

Pemerinialan Belang Perrkomianian

Pengawasnn Orudas
Pamerintaban  Bidang Sumber
Duys Alam

Terlpicsanunys  Fengauwssan Ursnn
Primeriniahnn Balang Sunber Dayn
| Alam

Pemerilesian Lapotan Hewongan
oleh Badan Pemnrikes
Erunngin

Terlalssromya I'q‘!'tlgll'-l-'llﬂ..i'i.'ril:lﬂlk
laaapur Hasl Pemerikssn
Lapoeém Keugngnn  aieh  Budan

I _—

Teripksnnany i PembRkasan
Laparan Kl BHe
Pertanggungpiwaban Kepala Dacrah

Kapusitas DFRD

Ti,-rm:nlu hl.111.'l Peniinpkatmig
Hupasitns DERIY

Drllﬂ.tll]m

Terurlenpgaranys ‘:'.‘h_tnla_n.it.ll-'ﬂli |

s

Pendalaman Tugas DPED

Terlnlcsanaiive  Pendalpman Tuges
] G ¥

Panyedissn Helompok Palkar
dan Tim AME

gFh LK

Terselinnym Krbumpok Pakat dan
"I.n:n Al

h.-u.rmlh.l.l. Tenags l.h-lii'rlh:l




[ Terardianyn lenaga AL Frakss |
Penyelenggarsan Hubungan

Terselenpgaranya Hulungan
Musyarasmt I

DFRD
Tersusunnye Rencana Rer_f.g DPRT

Puhlikasi dan Dokumentasi
DFRD

Terlukesamnonys Pubilikasl dam
Dmloymentess DRy

Penyemapon dan
Penghimpunan  Aspiras)
Masyarakal

Terfunlitaainye  icegatan
Pepghimpunan  Aspirasi
Masvarakml

Terseleragaranye Hun]u:ng;im Roeigm
C¥FRTE

]'.um.nlm Pokok-Pokok Pildiran

—

Tmauwr:nm Paknic-Pakok Prkitan
CrFRTy

Pelalren
Terlaksenanya Heseu

Pembahasan Kerja Sama Daerah

Terlaksenumys Pembohasan Kergs
Sama Charrab

Fuallivasd, WVerifikasi, £an
Emtﬂmtf Persstujuan Kerja

Terl.dr_:mmr.n Fesikitas!,
verifileas:, dan Kowdnas
Persetujunn  Kerjn Sama Dnersh

Penyusinan Bahan
Homunikasl dan Publikasi

P = o

Tersusunovs  Bahan |
Rominikas dan Publibkned |
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4.2

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/
program; sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya
pembangunan dan indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi
sebapai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (ouput), hasil [outcome),
dampak {impact]. Penyusunan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota
Batam mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan
melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk
selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan
fungsi Sckretariat DPRD Kota Batam vang berkontribusi langsung pada
PETCAPHAIAN THjuan dan SASATAT dalam RPIMD,
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batarmn Tahun 2025-2029
disusun berdasarkan Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tatae Cara Perencanaan, Pengendalisn dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daersh dan FRencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan .Jangka
Menengah Daersh, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan
RPIMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan
Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan untuk
memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strateg, arah kebijakan,
program, dan kegiatan Perangkar Deerah dalam Renstra Sekretanat DPRD
Kota Batam Tahun 2025-2029 telah selaras dengan RPJMD Kota Batam
Tahun 2025-2029,

selanjuinya Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota
Batam ini digunakan untuk:

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota
Batam dalam menyusun program, keglatan, dan subkegiatan untuk

mendukung pembangunan daerah;



2, Pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Batam dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) tahunan Sekretarist DPRD Kota Batam yang digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan RKA APBD;

3. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan
lima tahunan pembangunan daerah sesual lingkup urusan, tugas dan
fungsi Perangkat Daerah; 4. Sebagai tolok ukur keberhasilan Peranghat
Daecrah dalam 5 (lima) tahun.

Apabila di kemudian hari Renstra Sekretariat DPRD Kota Batam
Tahun 2025-2029 ini terdapat ketidaksesusian akibat perkembangan
baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA BATAM



